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ABSTRAK 
Nama  : Muh. Sahid  
Nim  : 30600113098 
Jurusan : Ilmu Politik 
Judul  : Dari Era Orde Baru Ke Reformasi (studi  
   terhadap sirkulasi klan Manggabarani, Mengga 
   dan Masdar di Polewali Mandar) 
 
Skripsi ini membahas sirkulasi politik ketiga klan di Polewali Mandar yaitu 
Klan Manggabarani, Mengga dan Masdar. Maka dari itu tujuan dari skripsi ini adalah 
untuk mencari jawaban dari masalah inti tersebut. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan tentang terjadinya pembentukan politik ketiga klan 
tersebut dan faktor apa yang menjadi dasar sehingga eksistensi ketiga klan ini tetap 
bertahan diranah politik sampai saat ini. Adapun data yang didapatkan adalah 
bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data 
sekunder yaitu diperoleh melalui kajian literature pustaka, analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan dua teori 
yaitu teori elit dan teori Patronease. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembentukan ketiga klan politik ini dimulai dari keterlibatan ketiganya dalam dunia 
politik. Keterlibatan ini dilanjutkan oleh generasinya baik oleh putra-putrinya, 
menantu maupun saudara-saudaranya. Keterlibatan mereka diranah politik itu 
memiliki banyak jalur yang dilaluinya seperti melalui jalur legislatif, jalur 
partai/organisasi maupun jalur pilkada/pilgub sehingga itu yang menyebabkan salah 
satu bukti terjadinya klanisasi di Polewali Mandar ini. 
Dominasi ketiga klan di Polewali Mandar sampai sekarang klan ini masih 
sangat susah di imbangi oleh tokoh-tokoh politik yang baru. Terutama klan Masdar 
yang bisa dikatakan tiada tandingannya lagi di perpolitikan Polewali Mandar, karena 
sudah satu (1) setengah dekade terakhir ini yang menjabat sebagai bupati adalah klan 
dari Masdar. 
 
 
Kata Kunci : Sirkulasi,  Klan, Elit dan Politik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah penelitian 
dimana peneliti menjelaskan keterkaitannya mengangkat judul ini, serta 
menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini atau fokus 
utama yang menjadi masalah yang ingin dijelaskan, pada bab ini juga akan 
menjelaskan tujuan utama dari penulisan penelitian ini serta apa yang menjadi 
manfaat pada tulisan ini sehingga orang-orang tertarik untuk membacanya.  
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang menganut sistem 
demokrasi, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang menurut Abraham Lincoln 
adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
Sebagai suatu sistem, demokrasi memiliki unsur-unsur yang membuatnya eksis 
dan tegak di dalam sebuah negara. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya 
demokrasi antara lain: Negara Hukum, Masyarakat Madani, Instrastruktur 
Politik (partai politik), dan Pers yang bebas dan bertanggung jawab.
1
 Sedangkan 
prinsip pemerintahan yang demokrasi itu sendiri adalah adanya pemisahan 
kekuasaan (separation of power), supremasi hukum atau pemerintahan 
berdasarkan hukum (law supremacy atau rule of law), serta kesederajatan 
(equality) dan kebebasan (liberty).
2
 Prisip tersebut dilakukan agar tidak 
terjadinya tindak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh setiap 
                                                             
1
 Demokrasi Indonesia. Dalam www.courseware.politekniktelkom.ac.id dinduh pada tanggal 
20 Juli 2017 pada pukul 16.25 WITA. 
2
 Muhadam Labolo, dkk, , Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan. 
Malang: Bayumedia Publishing. 2008, H. 530. 
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institusi maupun individu, selain itu juga agar dapat memberikan 
kebebasan dan keadilan secara merata dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyatnya.  
Untuk mewujudkan sebuah sistem yang demokrasi, Indonesia telah 
mengalami sebuah proses demokrasi atau yang disebut dengan demokratisasi. 
Demokratisasi di Indonesia dimulai setelah terjadinya reformasi pada tahun 
1998, yang merupakan sabuah masa transisi dari pergantian masa orde baru 
menuju reformasi (yang dipimpin oleh Habibie). Pergantian masa tersebut 
diakibatkan oleh penolakan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang 
otoriter dan terjadinya stagnasi atau kegagalan ekonomi yang memperburuk 
keadaan perekonomian rakyat sehingga mengakibatkan tingginya angka 
kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. 
Untuk dapat memperbaiki kondisi Indonesia yang kacau balau, maka 
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut, 
diantaranya adalah melakukan pergantian rezim (masa transisi) dan konsolidasi, 
yaitu suatu tindakan untuk menguatkan sitem pemerintahan dengan melakukan 
perbaikan terhadap UUD 1945 (ideologi negara) sebanyak 4 kali dalam kurun 
waktu 3 tahun (1999-2002), perbaikan terhadap lembaga-lembaga demokrasi 
(eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta terlaksananya pemilihan umum yang 
telah berlangsung sebanyak 3 kali setelah masa reformasi (1999, 2004, 2009).
3
  
Perubahan rezim kekuasaan dalam sistem politik dari rezim otoriter ke 
demokrasi membawa pergeseran penting bagi bangunan politik Indonesia, dari 
pusat hingga daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi seluruh lapisan 
masyarakat, lokal maupun nasional untuk memperoleh ruang politik. Namun 
                                                             
3
 Deni Satria Dwitama, “Profil Sulawesi Barat” di unduh pada  
http://sulbarmaju.blogspot.co.id (25 Juli 2017). 
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dalam konteks Polewali Mandar hanya ada tiga klan yang sangat mendominasi 
dalam setiap proses pilkada maupun pemilihan legislatif, yang merupakan 
turunan dari klan keluarga yang jauh sebelum proses Desentralisasi 
dilaksanakan, ketiga klan ini telah memiliki berbagai sumber daya yang 
digunakan untuk terus menancapkan kekuasaanya dan menjaga pengaruh 
mereka, hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang kemudia dikatakan Jhon T 
Sidel tentang local bossism di Indonesia
4
, bawah jatuhnya  Soeharto   membuka   
ruang   bagi   para   elit   lokal   untuk   kemudian memperoleh kekuasaanya. 
Dalam fenomena Politik Lokal di Mandar, rezim Soeharto atau yang dikenal 
dengan Orde Baru telah memberikan kesempatan kepada ketiga klan ini untuk 
memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaanya, bahkan ketika 
proses pemilhan langsung telah dilaksanakan. hal ini disebakan karena ketiga 
klan tersebut telah memiliki berbagai kekuasaan yang oleh Charles F Andrain 
dikenal dengan istilah sumberdaya politik. 
Demokrasi merupakan suatu paham yang didalamnya mengandung asas-
asas musyawarah yang pernah dilakukan Rasulullah Saw. semasa hidup beliau 
dan diperintahkan oleh Allah Swt. dalam Al Qur’an. Indonesia juga merupakan 
negara demokrasi, akan tetapi demokrasi di Indonesia adalah demokrasi 
pancasila yang didasarkan pada sila-sila yang terdapat dalam pancasila 
tersebut.Seperti halnya ajaran Islam demokrasi juga menjunjung nilai 
permusyawaratan sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam surah Ali Imran 
: 159 :  
                                                             
4 Sidel mengatakan kekuatan politik terutama di tingkat local, kurang atau belum didominasi oleh 
orang kuat atau dinasti-dinasti politik. Kemunculan orang kuat dihalangi oleh struktur kelembagaan dari 
Negara itu sendiri. Lebih lanjut Sidel mengatakan bahwa kemunculan orang kuat dan dinasti politik akan 
muncul bersamaan dengan pemilhan langsung. John T Sidel. Bosism dan demokrasi di Filipina, Thailand 
dan Indonesia. Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang Orang Kuat Lokal. Dalam John Harriss, Kristian 
Stokke, dan Olle Tornquist. Politisasi Demokrasi : Politik Lokal Baru. Demos : 2005. 
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اَِمَبف  َه ِّم ٖتَمۡحَزٱ َِللّ  َظِٕهَغ اًَّّظف َتىُك ُۡ َن َ  ُۡۖۡمٍَن َتِىنٱ ِبَۡهقۡن َلَ ْاُ َُّضفو 
 َف َِۡۖكن ُۡ َح ۡهِمٲ ُفۡع  َ  ُۡمٍۡىَعٱ ِۡسفَۡغتۡس  ِٓف ُۡمٌۡزَِ اَش َ  ُۡمٍَنٱ ِۡۖسَۡمۡلۡ  اَِذَئف
 َع َّهَع ۡمَك َُ ََتف َتۡمَصٱ هَِللّ  َِنإٱ ََللّ  ُّبُِحٔٱ َهِٕه ِّك َُ َتُمۡن ٩٥١  
Terjemahnya :  
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
5
 
Konsep demokrasi merupakan salah satu pesan syari’at yang sangat 
ditekankan di dalam Al Qur’an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola 
kehidupan manusia, baik dalam suatu rumah kecil yakni rumah tangga yang 
terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam bentuk rumah besar yakni sebuah 
negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep demokrasi merupakan 
suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan 
manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat  memilki hak yang sama 
membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. 
Sebagaimana dalam Surah Asy-Syura Ayat 38 : 
 
 َٱ َىَِٔرنٲ ْاُُباََجتۡس  ْاُُمَاَقأ َ  ۡمٍِ ِّبَِسنٱ َة ُٰ َهَصن  اَمِم َ  ُۡمٍَى ٕۡ َب ِٰ َزُُش ُۡمٌُسَۡمأ َ
 َنُُِقفُىٔ ُۡمٍ َٰىۡقَشَز٨٣  
Terjemahnya: 
                                                             
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, Jakarta,1978. 
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 Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 
dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Asy-Syura : 38). 
 
Namun, yang terpenting adalah cara berdemokrasi yang disetujui oleh 
ajaran Islam. Kita bias lihat cara berdemokrasi yang sesuai dengan ajaran islam 
dalam surah An- Nahl Ayat 125 berikut : 
 
ٱ ُعۡد  ِب َكِّبَز ِمِٕبَس ّٰ َِنإٲ ِتَمۡكِحۡن  َٱ ِتَظِع ُۡ َمۡنٱ َِۡۖتىَسَحۡن  ِب ُمٍۡنِد َٰج َٲَِٓتن  َٓ ٌِ
 هَِمب َُمهَۡعأ َُ ٌُ ََكبَز َِنإ 
هُهَسَۡحأ ًِ ِهِٕبَس هَع َمَضۦ  ِب َُمهَۡعأ َُ ٌُ َٲ َهَِٔدت ٍۡ ُمۡن 
٩٢٥  
Terjemahnya : 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk.
6
 
 
Selain itu, disebutkan juga dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Abu Daud:  
 ِالله ُل ُْ ُسَز ّل َاق : َل َاق ًُْىَع ُالله َٓ ِضَز َة َسْٔ َُسٌ ْٓ َِبا ْهَع ًِ ْٕ َهَع ُالله َّهَص
.ٌهََمت ْؤُم ُز اََشتْسُمَْنا : ََمهَس َ  دََاد ُبا َ ْ رم ستنا ي اَز(( 
 
Artinya:  
                                                             
6
Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim wa al-Sab' al-
Matsani (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t.), jilid.25, h. 46. 
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“Dari Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah SAW. pernah bersabda : 
“Musyawarah adalah dapat dipercaya.”” (HR. Tirmidzi dan Abu Daud).7 
Musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat 
Islam. Bukan sekadar sistem politik pemerintahan, tapi juga merupakan karakter 
dasar seluruh masyarakat. Seluruh persoalan didasarkan atas musyawarah, lalu 
dari masyarakat, prinsip ini merembes ke pemerintahan. 
Dalam Islam, musyawarah telah menjadi wacana yang sangat menarik. Hal 
itu terjadi karena istilah ini disebutkan dalam al-Qur’an dan Hadits, sehingga 
musyawarah secara tekstual merupakan fakta wahyu yang tersurat dan bisa 
menjadi ajaran normatif dalam Islam. Bahkan menjadi sesuatu yang sangat 
mendasar dalam kehidupan umat manusia, yang dalam setiap detik perkembangan 
umat manusia, musyawarah senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di 
tengah perkembangan kehidupan umat manusia.sebagaimana dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu : 
هجام نبا هاور( ِهْيَلَع رسُيْل َف ُهاَخَأ ْمُُكدَحَأ َراَشَتْسا اَذِإ( 
Artinya : 
Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan 
saudaranya, maka penuhilah. (HR. Ibnu Majah)
8
. 
Demokrasi dan desentralisasi yang kemudian membuka ruang besar bagi 
terciptanya kesempatan bagi seluruh lapisan masyrakat untuk turut berkontestasi 
dalam Pilkada dan Pemilu. Demokrasi memberikan peluang kepada seluruh 
masyarakat untuk terbentuk secara bebas dan berkompetesi dalam merebut 
kekuasaan. Arena dalam desentralisasi yang membuka ruang bagi elit untuk 
berkontestasi secara langsung adalah dengan kehadiran pemilihan kepala daerah 
                                                             
7
Al-Khuly, M. A.’A., Karakteristik Nabi SAW., Perilaku Nabi dalam Menjalani 
Kehidupan. Terjemahan dari Al-Adabun Nabawi. Bantul: Hikam Pustaka, 2010 , h. 14. 
8Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah (Bairut: Dar al-Masyriq, 1998), h. 407. 
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(Pilkada) yang sejak tahun 2005 dilakukan secara langsung dan pemilihan 
Umum. Pilkada bagi para elit politik merupakan arena formal dalam memperoleh 
atau mempertahankan kekuasaan. Pilkada langsung telah menjadi ajang penting 
pendidikan mengenai politik sebagai sebuah ”kontestasi” dan mengenai 
kenormalan dari ”kalah” dan ”menang” dalam sebuah proses kontestasi yang 
jujur dan adil. 
Berbeda dengan beberapa daerah di Indonesia, ketika Liberalisasi Politik 
dan Desentralisasi membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk 
turut berkontestasi dalam Pilkada dan Pemilu. Raja-raja lokal yang telah lama 
termarjinalkan pada masa orde baru, kembali muncul sebagai aktor dalam arena 
politik lokal. Fenomena kembalinya para elit bangSaw.an lokal kedalam tampuk 
kekuasaan seperti yang terjadi di Bima, Ternate, Bone, Wajo, Jeneponto, 
Soppeng dan beberapa daerah lainnya, berbeda dengan yang terjadi di Polewali 
Mandar, dimana politik lokal hanya dikuasai oleh tiga klan keluarga yang bukan 
dari trah Raja atau BangSaw.an lokal. Ketiga klan keluarga yang mendominasi 
sirkulasi elit di Polewali   Mandar   tersebut   merupakan   keturunan   dari   
Bupati-Bupati Polewali Mamasa atau yang sejak tahun 2005 bernama Kabupaten 
Polewali Mandar.
9
 
Klan Keluarga yang pertama adalah Masdar yang merupakan keturunan 
dari Bupati Polewali Mandar yang kelima yakni Kol. H. Andi Saad Pasilong 
(1995- 1998)
10
yang juga selama dua periode terakhir (2003-2008 dan 2008-
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi 
Sulawesi Barat, wiyah Mandar menjadi Provinsi tersendiri yakni Sulawesi Barat dan berdasarkan 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa. sehingga 
Nama Kabupaten Polewali Mamasa berubah Menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali 
Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 160) 
10
Kol. H. Andi Saad Pasillong merupakan Saudara Kandung dari Hj. Andi Suriayani 
Pasilong, yang menikah dengan salah satu bangsawan yang ada di Mandar dan juga meruakan ketu 
DPRD Kab Polewali Mamasa 1995-2000, sekaligus ketua umum Golkar pada masa itu. yakni H 
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2013) telah menjabat sebagai Bupati Polewali Mandar. Klan keluarga yang 
kedua adalah Klan Keluarga Mengga,
11
yang merupakan keturunan dari Bupati 
Polewali Mandar yang ketiga yakni Kol. S. Mengga (1980-1990). Dan Klan 
Keluarga yang terakhir adalah Manggabarani
12
yang merupakan keturunan dari 
Bupati Polewali Mandar yang pertama yakni H. Andi Hasan Mangga (1960-
1965) dan Bupati Polewali Mandar yang keenam yakni Kol. H. Hasyim 
Manggabarani, SH. MM (1998-2003). 
Dalam kasus di Polewali Mandar kemunculan Elit Politik Lokal diawali 
dengan terbentuknya Daerah Tingkat II Polewali Mamasa berdasarkan Undang- 
undang Nomor 29 Tahun 1969 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 
II Polewali Mamasa dengan ibukota Polewali. Sebagai tindak lanjut dari 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1969, maka pemerintah 
menunjuk dan Melantik Andi Hasan Mangga sebagai Bupati pertama Kabupaten 
Polewali Mamasa pada tanggal 20 Februari 1960 sekaligus serah terima jabatan 
dari Mattotorang Dg. Massiki selaku eks Residen Afdeling Mandar.
13
 
Dilantiknya Andi Hasan Mangga sebagai Bupati Polewali Mandar yang 
pertama (1960-1966), menandai lahirnya sebuah kelompok Elit dengan 
kedudukan tersebut sebagai sumber kekuasaannya, yang kemudian secara 
                                                                                                                                                                       
Masdar Pasmar, kemudian anak Sulung dari mereka yakni Ali Baal Masda, menjadi Bupati 
Polewali Mandar selama dua periode yakni periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. 
11
Anggota  klan  keluarga  Mengga  yang  saat  ini  menduduki  jabatan  startegis  antara  
lain    Wakil Gubernur Sulawesi Barat yakni Aladin S. Mengga yang juga merupakan Ketua 
Dewan Pembina  Partai PDI-Perjuangan Sulaweis Barat dan Mayje (Purn) Salim S. Mengga 
anggota DPR-RI dari  Partai Demokrat dan Ervan Kamil Mengga Ketua DPC Partai Demokrat 
Polewali Mandar dan Anggota DPRD Sulawesi Barat. 
12
Walapun saat ini tak ada Klan dari keluarga Manggabarani yang menduduki jabatan 
strategis dalam pemerintahan di tingkat lokal Polewali Mandar namun, dalam Pemilihan Bupati 
tahun 2008 salah satu klan dari keluarga Manggabarani berhasil memperoleh suara terbanya kedua 
dan dalam pemilihan Gubernur  Sulbar  keluarga  Masdar  menggunakan  salah  satu  dari  klan  
mereka  yakni  ZulkifliManggabarani sebagai Ketua Tim Pemenangan. Selain itu kebanyakan dari 
klan ini malah mendudki jabatan yang tinggi ditingkat Nasional seperti WAKAPOLRI dan 
DIRJEN Kehutanan. http://www.polewalimandarkab.go.id/. Diakses pada tanggal 16 November 
2016 pukul 10.00 wib. 
13
 Deni Satria Dwitama, “Profil Sulawesi Barat” di unduh pada  
http://sulbarmaju.blogspot.co.id  (25 Juli 2017) 
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perlahan  menancapkan kekuasaanya. Namun perubahan arah politik di tingkat 
Nasional pada kurun    waktu    1966    mengakibatkan    klan    dari    keluarga    
ini    gagal  dalam mempertahankan kekuasaanya, fenomena politik segi tiga 
antara Soeharto ABRI dan Golkar, membuat klan Bupati pertama yang tidak 
berasal dari kalangan ABRI membuatnya harus digantikan oleh kelompok dari 
klan yang memiliki latar Belakang ABRI yakni Letkol. H. Abdullah Madjid 
(1966-1979), namun lambatnya proses regenerasi mengakibatkan elit ini gagal 
untuk mempertahankan kekuasaanya. Sehubungan dengan hal ini, Pareto 
menyatakan pendapatnya bahwa dalam tubuh elit terdapat kecenderungan    
untuk mengalami apa yang disebut ”decay‟ atau pembusukan,14 sehingga   
kelompok dari klan ini harus rela untuk mengalami pertukaran posisi dengan 
kelompok elit dari klan yang lain. Kol. S Mengga sebagai Bupati Polewali 
Mandar yang ketiga (1980-1990) yang juga merupakan elit dengan latar 
belakang ABRI memperoleh kedudukan dan peluang yang besar untuk memulai 
menancapkan kekuasaannya dalam ranah politik di tingkat lokal Polewali 
Mandar. 
Bergesernya kembali peta perpolitikan ditingkat Nasional pada kurun 
waktu tahun 1990-1998, dimana pada masa ini pemerintah pusat lebih 
memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 
daerahnya, sehingga kewenangan yang besar untuk mengangkat dan melantik 
seorang Bupati dimiliki oleh Gubernur, sistem inilah yang kemudian 
memberikan peluang bagi kelompok klan yang lain untuk mendapatkan dan 
menancapkan kekuasaannya. Pada kurun waktu 1990-1995 Bupati Mandar 
kembali dijabat oleh orang dari luar ABRI yakni Dra. H. Andi Kube Daud, 
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Haryanto,  Kekuasaan Elit Suatu Bahasan  Pengantar, ( Yogyakarta : JPP Press,2005) h. 
27. 
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namun isu “putra daerah” dan perbedaan suku membuat klan dari keluarga 
Bupati definitif keempat ini sulit berkembang.
15
 
Dilantiknya Kol. H. Andi Saad Pasilong yang merupakan “putra daerah” 
dan memiliki latar belakang ABRI menjadi Bupati Polewali Mandar yang kelima 
(1995- 1998), menandai lahirnya kelompok elit dari klan yang baru dalam 
masyarakat Mandar. Namun meninggalnya elit ini pada tahun 1998 kembali 
mengakibatkan munculnya pola sirkulasi elit dari klan yang lain di Polewali 
Mandar.
16
 
Keberhasilan sistem reproduksi elit dalam satu klan keluarga mulai 
terlihat dari Bupati Polewali Mandar yang keenam. Dimana tongkat estafet 
kepemimpinan Bupati Polewali Mandar selanjutnya dipegang dari klan 
Manggabarani yakni Kol. H. Hasyim Manggabarani. SH, MM menjabat sebagai 
bupati Polewali Mandar keenam (1998-2003).
17
 
Bergulirnya era reformasi pada tahun 1998 yang membuka ruang bagi  
seluruh lapisan masyarakat, untuk terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan 
melalui jalur Partai Politik dengan pemilihan di tingkat Parlemen lokal atau 
DPRD Kabupaten, ternyata tak mampu menggeser Dominasi dari ketiga klan 
keluarga tersebut, sejak tahun 1998 berubahnya format politik Nasional yang 
juga mengakibatkan perubahan sistem pemilihan Bupati. Namun perubahan 
format pemilihan bupati ternyata belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh 
aktor elit diluar ketiga klan tersebut untuk turut menancapkaneksistensinya.
18
 
                                                             
15
 Sarman Sahuding, Dalam Sejarah Akan Dikenang “Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati 
Di Sulawesi Barat 1960-2005 hal. 85. 
16
 “Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”, Keadaan Iklim Sulawesi Barat.” Official Website 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, http://sulbarprov.go.id/ (27 Juli 2017) 
17
 “Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”, Keadaan Iklim Sulawesi Barat.” Official Website 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, http://sulbarprov.go.id/ (27 Juli 2017) 
18
 Sarman Sahuding, Dalam Sejarah Akan Dikenang “Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati 
Di Sulawesi Barat 1960-2005 hal. 76. 
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Desentralisasi yang luas yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah masing-
masing. Ternyata belum  bisa memunculkan kelompok elit  diluar  ketiga  klan  
keluarga tersebut. Pada periode tahun 2004-2008 dan periode 2008-2014 selama 
dua periode tersebut, pola sirkulasi elit dari ketiga klan tersebut kembali terjadi, 
selama kurun waktu tersebut Andi Ali Baal Masdar, yang merupakan keturunan 
dari bupati Polewali Mandar yang kelima, kembali menjabat sebagai Bupati 
Polewali Mandar sampai sekarang. 
19
 
Fenomena sirkulasi elit yang berputar diantara ketiga klan elit yang saat 
ini ada, seolah menutup ruang bagi individu-individu yang berada diluar ketiga 
klan tersebut untuk ikut berkontestasi dalam setiap proses Pemilukada di 
kabupaten Polewali Mandar, bahkan dalam susunan nomor urut internal partai 
besar dalam pemilihan legislatif elit dari luar ketiga klan tersebut hanya 
ditempatkan di orbit terluar pencalonan. Sementara itu, mereka yang yang 
merupakan klan dari ketiga keluarga tersebut dan jejaringnya berada pada pusat 
orbit pencalonan. Dengan demikian, secara substantif penyegaran wajah elit 
politik tidak terjadi karena elit yang  saat  ini  berkuasa  sedang  bermetamorfosis  
dan  mewariskankekuasaannya kepada mereka yang memiliki hubungan darah 
dengannya
20
. 
Lebih lanjut fenomena politik lokal yang ada di Polewali Mandar 
merupakan gambaran dari kuatnya peran negara dalam menentukan dan 
mengatur segala aspek pemerintahan yang ada di Indonesia baik itu 
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sehingga ketiga klan keluarga 
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 Sarman Sahuding, Dalam  Sejarah  Akan  Dikenang “Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati 
Di Sulawesi Barat 1960-2005 hal. 60. 
20
Sigit Pamungkas. Pemilu, Perilaku pemilih dan Kepartaian.. (Yogyakarta: Institut for 
Demokracy and Welfarism 2008), h. 120 
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tersebut memiliki segala sumberdaya politik yang dibutuhkan untuk terus 
menancapkan kekuasannya, hal ini tentu saja berbeda dengan pendapat Joel S 
Migdal tentang “orang kuat di tingkat lokal” Local Strongmen dimana Migdal 
berpendapat bahwa fenomena orang kuat lokal di Indonesia lahir dari lemahnya  
peran  negara  dalam  mengatur kehidupan masyarakat.
21
 Fenomena ini tentu saja 
tidak sesuai dengan kasus yang ada di Polewali Mandar dimana orang-orang 
Kuat Lokal berasal dari bentukan suatu rezim pemerintah yang dalam hal ini 
negara dan tentu saja kemampuan para orang–orang kuat lokal ini dalam 
memanfaatkan negara, hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa orang-orang 
kuat lokal atau elit yang ada di Polewali Mandar sangat tidak otonom dari 
negara, sehinggga mengakibatkan pola sirkulasi antara elit lokal hanya terjadi 
diantara ketiga klan keluargatersebut. 
Ada tiga alasan yang mendorong mengapa persoalan Sirkulasi Elit antara 
ketiga klan Keluarga ini dijadikan fokus kajian. Yang pertama dalam setiap 
proses pesta demokrasi baik itu Pemilu maupun Pilkada tidak akan pernah lepas 
dari eksistensi ketiga klan tersebut. Yang kedua, Dominasi ketiga klan ini masih 
menjadi isu yang belum banyak dijadikan objek kajian. Dan yang ketiga, klan 
keluarga ini dalam sistem strata sosial memiliki kedudukan yang tinggi dalam 
pelapisan masyarakat Mandar Sulawesi Barat dan memiliki peran yang sangat 
menentukan dalam dalam struktur politik ekonomi sosial dan budaya. 
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Migdal mengatakan bahwa, setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai pemimpin, 
dimana pemimpin itu relatif otonom dari negara. Dan setiap masyarakat memiliki social capacity 
yang memungkinkan mereka untuk menerapkan aturan main mereka tanpa diintervensi oleh 
negara. Ketika kapasitas negara untuk mengontrol melemah (weak state) maka para strongmen 
menampakan kekuasaannnya dalam level lokal. Lebih lanjut Migdal menyebutkan strategi 
triangle of accommodation sebagai strategi strongmen untuk bertahan. Dengan demikian, 
Kehadiran strongmen merupakan refleksi dalam kuatnya masyarakat dan lemahnya Negara : 
lihat, Joel S Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relasion and State 
Capabilities in the Trird World (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1998) 
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Dari ketiga alasan diatas sudah cukup untuk mengatakan kuatnya 
Dominasi dari ketiga klan keluarga tersebut dalam ranah politik lokal di Polewali 
Mandar Sulawesi Barat pasca pemberlakuan politik Desentralisasi dan  
Liberalisasi Politik. Ditengah arus politik Disentralisasi dan Liberalisasi Politik, 
gerakan dan kiprah politik dari ketiga klan keluarga tersebut semakin nyata 
bentuknya. Bahkan posisinya semakin kuat dalam peta politik di Polewali 
Mandar Sulawesi Barat. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini ditujukan untuk 
menjawab pertanyaan: 
1. Bagaimana proses dan dinamika sirkulasi elit politik dari era orde baru 
sampai demokrasi di Polewali Mandar? 
C. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana proses dan dinamika sirkulasi elit 
politik dari era orde baru sampai demokrasi di polewali mandar! 
b. Untuk mengetahui mengapa hanya ketiga klan elit politik ini yang 
selalu bersirkulasi di polewali mandar! 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritik 
 Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
atau masukan bagi perkembangan ilmu Politik dan menambah kajian ilmu Politik 
khususnya Mengenai pemilu dan bentuk pemerintahan untuk mengetahui 
bagaimana sirkulasi politik ketiga klan yaitu klan Masdar, Mengga dan 
Manggabarani di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Selatan 
14 
 
 
 
b. Manfaat Praktis 
 Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 
bagi bidang pendidikan mengenai perpolitikan khususnya Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan 
dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan 
penelitian serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan karya terdahulu dimana ini 
sebagai rujukan dan referensi awal sebagai bagi penulis dan menjelaskan 
perbedaan tulisan sebelumnya dengan dengan tulisan pada penelitian ini dan 
kekurangan serta keunggulan tiap-tiap penelitian, dan pada bab ini juga membahas 
tentang tinjauang teoritik dimana penulis memilih teoriti mana yang cocok penulis 
gunakan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat membantu 
penulis dalam menganalisis dan menjawab masalah yang ada dipenelitian ini. Dan 
yang terakhir pada bab ini menjelaskan krangka konsetual dimana menjelaskan 
hasil dari penelitian ini tetapi hanya kerangka saja.  
A. Tinjauan Terdahulu 
Studi tentang elit politik lokal dan fenomena ketiga klan di Polewali 
Mandar ini belum banyak diminati oleh para ilmuan politik, padahal ketika 
berbicara mengenai politik lokal di Sulawesi barat ketiga klan ini merupakan aktor 
penting dalam menentukan perjalanan masyrakat 
Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Karena dalam hal ini study 
mengenai fenomena orang kuat lokal yang ada di Polewali Mandar belum banyak 
maka pada bagian ini penulis akan mereview beberapa study tentang klan politik 
atau sirkulasi politik yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. 
1. Skripsi karya Habiba (2016) yang berjudul: Klanisasi Politik Kabupaten 
Polewali Mandar (Studi Kasus: Politik Klan H. A. Masdar Pasmar)”. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan klan politik 
keluarga H. Andi Masdar Pasmar dimulai dari keterlibatan H. Andi 
16 
 
 
 
Masdar Pasmar diranah politik kemudian dilanjutkan lagi oleh 
regenerasinya (anak-anaknya, maupun menantunya), keterlibatan mereka 
diranah politik itu memiliki banyak jalur yang dilaluinya seperti melalui 
jalur legislatif, jalur partai/organisasi maupun jalur pilkada/pilgub 
sehingga itu yang menyebabkan salah satu bukti terjadinya klanisasi di 
keluarga H. Andi Masdar Pasmar. Eksistensi keluarga H. Andi Masdar 
Pasmar diranah politik sampai saat ini tetap bertahan disebabkan beberapa 
faktor diantaranya: mereka menggunakan modal politik (dukungan dari 
partai yang mereka masuki dan organisasi yang mereka pimpin), modal 
sosial (dukungan dari masyarakat yang sangat besar, sebab keluarga ini 
memiliki jaringan yang kuat dilingkungan masyarakat), modal ekonomi 
(selain dari golongan bangSaw.an keluarga ini merupakan pengusaha 
terbesar di Polewali Mandar salah satunya yaitu pengusaha minyak bumi) 
dan modal simbolik (mereka sangat dihormati oleh masyarakat sebab 
mereka berasal dari keturunan puang/mara’dia, dimana keturunan ini 
dulunya bahkan sampai saat ini menjadi suri tauladan masyarakat Polewali 
Mandar).
22
 
Kritikan : Kekurangan skripsi ini karena tidak menunjukkan tahun 
berapa Masdar Pasmar mulai terlibat di politik, dan siapa yang pertma dari 
keluarga Masdar Pasmar ini yang berpolit. 
Skripsi ini membahas proses terbentuknya klanisasi politik di 
Kabupaten Polewali Mandar oleh klan Masdar, berbeda dengan 
pembahasan penelitian ini yang membahas tentang sirkulasi ketiga klan 
politik yang ada di Polewali Mandar. 
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2. Skripsi Muhammad Zulham dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2011 
yang membahasa tentang pengaruh klan Yasin Limpo dalam panggung 
politik Sulawesi Selatan. Studi ini menemukan implikasi teori yang 
mendukung dan menguatkan teori yang dijadikan alat penelitian, yakni 
teori yang dikemukakan Pierre Bourdieu dimana Habitus dikali modal plus 
ranah, sama dengan parktek, memperlihatkan sebuah pola pengaruh politik 
yang menumbuhkan menguatnya jejaring politik keluarga di berbagai lini 
struktur politik baik infra maupun supra struktur. Studi ini melihat 
bagaimana distingsi (habitus) politik keluarga Yasin Limpo dengan 
modalitas simbolik yang dibangun sejak kiprah politik orang tuanya telah 
menjadikannya sebuah klan politik yang mampu mengisi hampir seluruh 
ruang politik yang ada, di eksekutif, birokrasi, Partai Politik, DPRD 
maupun DPR. Ranah politik yang kian deliberatif meski dengan tingkat 
kontestasi yang kuat malah menjadi ranah yang sangat terbuka dalam 
menguatkan diaspora politik keluarga Yasin Limpo.
23
 
Kritikan : kekurangan skripsi ini karena tidak menunjukkan mengapa 
klan Yasin Limpo ini begitu berpengaruh di Sulawesi Selatan, dari sumber 
apakah sehingga klan Yasin Limpo sangat berpengaruh di Sulawesi 
Selatan, karena yang di nampakkan dalam skripsi ini hanyalah modal 
simbolik, dan tidak menampakkan sumber kekuatan klan Yasin Limpo. 
Kripsi ini membahas tentang Pengaruh klan Yasin Limpo di 
perpolitikan Sulawesi selatan, skripsi ini hanya membahas satu klan saja 
yaitu klan Yasin Limpo, berbeda dengan penelitian ini yang membahas 
tentang sirkulasi klan Politik yang melibatkan tiga Klan politik di Polewali 
Mandar 
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3. Tesis dari Khairul Mal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 
membahas tentang Pola Rekrutmen Politik Pasangan Calon Widharto-
Syukrifadholi Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil WalikotaYogyakarta 
Tahun 2006”(Studi Kasus DPC PDIP, DPD PKS, DPC PPP). Dalam studi 
ini dibahas Rasionalitas yang dikandung dalam pilkada yang 
mengandalkan popularitas dan kepemilikan modal sebagai legitimasi 
kekuasaan memaksa parpol bersikap pragmatis dengan mencalonkan figur-
figur yang memiliki dua kelengkapan tersebut. Akhirnya parpol 
mengabaikan fungsi kader sebagai penerus estafet kepemimpinan. Kendati 
secara umum ketiga parpol telah memiliki aturan tersendiri mengenai 
kriteria seorang calon kepala daerah, tetapi seringkali pertimbangan politik 
praktis lebih menentukan.Sebagaimana Widharto-Syukri yang dicalonkan 
oleh PDIP dan PPP karena telah memenuhi syarat kelengkapan berupa 
ongkos politik dan popularitas. Selain itupendekatan politik kekuasaan 
yang dipraktekkan oleh parpol juga turut memengaruhi peta kekuatan 
politik dalam pilkada. Pendekatan politik kekuasaan itulah yang 
melahirkan adanya koalisi nir-ideologis seperti Koalisi Merah Putih yang 
berasaskan nasionalis-religius. Koalisi sesaat yang didasarkan pada tujuan 
untuk semata-mata memenangkan kontestasi pilkada.
24
 
Kritikan : skripsi ini tidak menuntujukkan latar belakan perpolitikan 
pasangan calon yang diusun oleh PDIP dan PPP ini, hanya mengandalkan 
popularitas dan ongkos politik, ongkos politik disini juga tidak di jelaskan 
apa itu ongkos politik. 
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Skripsi ini membahas tentang pola rekrutmen politik oleh PDIP, 
PKS, dan PPP dalam pengusunana calon Walikota di Yogyakarta pada 
tahun 2006, berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang proses 
sirkulasi klan politik di Polewali Mandar dari Rezim Otoriter Ke Rezim 
Demokrasi. 
4. Tesis Sugiprawati dari Universitas Diponegoro yang berjudul Etnisitas, 
Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada 
Di Sulawesi Selatan Th 2007-2008). Dalam studi ini membahas ketokohan 
dan kompetensi yang dimiliki Syahrul menjadi faktor yang determinan 
dalam memenangkan pemilihan gubernur. Syahrul memiliki keterampilan 
politik dalam mendapatkan dukungan dari lintas partai politik, lintas etnis, 
dan lintas agama. Jejaring politik Syahrul di berbagai organisasi dan 
semua kalangan termasuk komunitas masyarakat Sulawesi Selatan yang 
beragama Kristen yang kemudian memberikan arti yang signifikan 
terhadap kemenangannya dengan dukungan Partai Damai Sejahtera dan 
dukungan Persatuan Pendeta Se-Sulawesi Selatan. Selain itu Syahrul 
menggunakan pendekatan primordial (ikatan kekeluargaan, kesukuan, dan 
kewilayahan). Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, etnisitas 
semakin lemah. Sentimen etnis juga lemah walaupun sengaja dimunculkan 
oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dengan 
memanfaatkan ikatan-ikatan primordial. Terlihat dari dukungan etnis 
Makassar yang sangat dominan kepada Syahrul dan kemampuan Amin 
Syam untuk memenangkan daerah-daerah yang merupakan kantong etnis 
Bugis. Persaingan antaretnis Bugis dan Makassar berlanjut pada Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan menggunakan perpaduan 
kekuatan etnis Bugis dan Makassar dalam satu paket pasangan untuk dapat 
20 
 
 
 
memenangkan pilkada. Sedangkan rekrutmen pada level yang lebih 
bawah, yakni proses penerimaan CPNS yang lebih berdasarkan sistem 
merit yang sedikit berbeda dengan rekrutmen tenaga honorer yang masih 
berdasarkan sistem kekerabatan.
25
 
Kritikan : kekurangan skripsi ini karena tidak menunnjukkan 
mengapa Syahrul bisa mendapat kepercayaan dari berbagai etnis dan 
agama di Sulawesi Selatan, pendekatan apa yang dipake,  Modal apa yang 
dipake sehingga Syahrul dapat kepercayaan tersebut. 
Skripsi ini membahas tentang ketokohan yang dimiliki Syahrul 
Yasin Limpo sebagai faktor kemenangannya dalam pemilihan gubernur 
Sulawasi Selatan pada tahun 2007/2008, berbeda dengan penelitian ini 
yang membahas tiga klan politik yang selalu bersirkulasi dalam posisi 
kekuasaan di Polewali Mandar. 
5. Skripsi Yustinus Suhardi Ruman dari Bima Nusantara University yang 
berjudul Desentralisasi, Basis Sosial dan Praktek Kekuasaan Elit Politik di 
Tingkat Lokal Pasca Penerapan Otonomi Daerah. Dalam studi ini dibahas 
mengenai Demokrasi pada tingkat lokal yang di mana ditentukan oleh 
perilaku dan praktek kekuasaan yang dilakukan oleh para elit politik di 
tingkat lokal. Tulisan ini menunjukkan bahwa praktek kekuasaan pada 
tingkat lokal justru cenderung koruptif, oligarkis dan penuh dengan 
kekerasan. Eliti Politik yang hadir dalam kontestasi politik lokal 
cenderung memiliki basis sosial pada orde baru dan para bangSaw.an.
26
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Kritikan : Kekurangan skripsi ini karena tidak menjelaskan dengan 
detail mengenai koruptif, oligarki, dan penuh dengan kekerasan, harusnya 
skripsi ini menjelaskan dengan detail ketiga poin yang dimaksud tersebut. 
Skripsi ini membahas mengenai demokrasi di tingkat lokal paska 
penerapan otonomi Daerah, menunjukkan bahwa praktek kekuasaan pada 
tingkat local justru cenderung koruptif, oligarkis dan penuh dengan 
kekerasan. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai 
sirkulasi klan politik dalam posisi kekuasaan di Polewali Mandar. 
B. Tinjauan Teori 
1. Sumber Daya Politik 
Untuk memahami strategi menuju dominasi ketiga klan di Polewali 
Mandar, digunakan konsep Sumber Daya Politik milik Charles F Andrain. 
Dominasi politik dapat diperoleh dengan adanya sumberdaya politik yang mereka 
miliki. Andrain mendefinisikan kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumber 
daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku 
menyesuaikan) dari orang lain.
27
 Untuk memperoleh kepatuhan, para pemimpin 
politik perlu memperluas persediaan sumber daya mereka dan menggunakan 
secara lebih efisien sejumlah sumber daya yang mereka miliki.
28
 
“Setiap orang komunis harus memegang kebenaran ini : kekuasaan politik 
timbul dari laras senapan”.29 Tipe-tipe persenjataan fisik beraneka ragam sesuai 
dengan tingkat industrialisasi masyarakat. Masyarakat-masyarakat pertanian 
berskala kecil  menggunakan tombak, busur dan panah. Sementara masyarakat-
masyarakat modern telah mengembangkan bentuk senjata api yang 
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kompleks.
30
Namun apapun tipe senjata yang dimiliki, mereka yang patuh terhadap 
penguasa dengan sumber daya fisik lebih dikawatirkan akan menderita cedera 
fisik apabila menunjukkan ketidakpatuhan.
31
 
Namun dimasa modern seperti sekarang ini dimana perang atau merebut 
kekuasaan dengan menggunakan senjata merupakan tindakan yang ilegal dan 
sangat dilarang kekuasaan fisik dalam hal ini bisa manifestasikan dalam besarnya 
jumlah anggota keluarga, seberapa banyak basis massa dari garis keturunan atau 
latar belakang keluarga yang dimiliki oleh masing-masing anggota klan keluarga 
tersebut, sehingga memudahkan mereka dalam merebut kekuasaan atau 
mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. 
Sumber daya politik yang kedua adalah Kekuasaan ekonomi, sumber daya 
ekonomi ketiga klan ini demanifestasikan dalam banyaknya harta yang dimiliki 
oleh ketiga klan serta kepemilikan lahan atau kekuasaan ekonomi lainnya, yang 
kemudian sumber daya tersebut digunakan untuk mendukung segala aktifitasnya 
dalam politik lokal di Mandar. Atau dengan kata lain semakin banyak sumber 
daya ekonomi yang dimiliki oleh ketiga klan tersebut maka mereka akan lebih 
mudah mendapatkan kepatuhan dari pihak-pihak lain dengan sumber daya 
ekonomi yang mereka miliki mereka dapat memberi bantuan kepada masyarakat 
dan tentu saja dengan pemberian itu, mereka akan mendapatkan kepatuhan dari 
masyarakat yang telah diberikan bantuan. 
Dengan memberi imbalan materi kepada pihak-pihak lain, kepatuhan 
dapathadir mengikutinya. Apabila imbalan tersebut sangat dibutuhkan pihak-
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pihak yang menerima, maka kepatuhan yang akan diberikan juga menjadi semakin 
besar.
32
 Sumber daya politik yang ketiga yang harus dimiliki agar seseorang atau 
kelompok  dapat mendominasi dalam politik adalah Kekuasaan Normatif. 
Menurut Andrain rang-orang yang menggunakan kekuasaan normatif memiliki 
kualitaskualitas seperti kebijakan religius, kebenaran moral, dan wewenang sah; 
sumbersumber daya ini memberi mereka hak moral untuk menjalankan 
kekuasaan.
33
 
Kekuasaan normatif menunjukkan bahwa mereka yang memiliki 
kekuasaan dapat memperoleh kepatuhan dari pihak-pihak lain karena yang 
bersangkutan memiliki kualitas tertentu, seperti mempunyai sifat bijak menurut 
ukuran moral,bijak menurut pemahaman agama ataupun memiliki wewenang 
yang sah menurut norma yang berlaku.
34
 Sumber daya politik yang kemudian 
ditunjukkan dengan kekuasaan Normatif oleh ketiga klan ini dalam masyarakat 
mandar sudah terlihatdari bagaimana ketiga klan ini memiliki tradisi 
kepemimpinan yang telah terbangun sejak lama,sehingga mengakibatkan mereka 
mendapatkan legitimasi dan wewenang untuk terus menancapkan dominasi 
mereka dalam masyarakat mandar. Kekuasaan personal yang merujuk pada 
pengidentifikasian seorang tokoh terhadap Kharisma Pribadi, daya tarik, 
persahabatan, kasih sayang dan popularitas.  
Kekuasaan personal oleh ketiga klan ini selain merupakan warisan dari 
orang tua mereka yang merupakan kelompok elit di masyarakat mandar terdahulu 
seperti popularitas juga merupakan hasil dari konstruksi yang dibangun secara 
pribadi, namun hal ini tentu saja tidak lepas dari peran atau status klan mereka 
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yang memang merupakan elit yang selama ini telah berkuasa di Mandar.Berbeda 
dengan sumber daya politik lainnya, yang sebagian besar merupakan warisan dari 
klan pendahulu mereka. Kekuasaan keahlian oleh Andrain merupakan kekuasaan 
yang diperoleh dari kapasitas pribadi masing-masing elit seperti Informasi, 
pengetahuan, intelegensi dan keahlian teknis. 
2. Teori Elit 
a. Elit 
Pareto membagi masyarakat menjadi dua kelas, yakni Lapisan atas, yaitu 
elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang 
tidak memerintah (non-governing elite), dan Lapisan yang lebih rendah, yaitu 
non-lit.
35
 Sedangkan menurut Mosca, selalu muncul dua kelas dalam masyarakat 
yakni; kelas pertama yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua 
fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang 
didapatnya dari kekuasaan.
36
 Sementara kelas kedua jumlahnya lebih besar,diatur 
dan dikontrol oleh yang pertama.
37
 
Elit yang berkuasa, demikian dinyatakan oleh Harold Laswell, merupakan 
“suatu elas yang terdiri dari mereka yang berhasil menempati kedudukan 
dominasi dalam masyarakat, dalam arti bahwa nilai-nilai (values) yang mereka 
bentuk (ciptakan, hasilkan) mendapat penilaian tinggi dalam masyarakat yang 
bersangkutan”  
Garis besar perkembangan elit indonesia adalah dari yang bersifat tradisioanal 
yang beriorentasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada eli modern yang 
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berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh 
lebih beraneka ragam daripada elit tradisional
38
.  
Secara struktural ada disebutkan tenatang administratur-administratur, 
pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan para 
intelektual, tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat adalah antara 
elit fungsional dan elit politik. Yang dimaksud dengan elit fungsional adalah 
pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalumaupun masa sekarang 
mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat 
yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang (Indonesia) yang terlibat 
dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan 
sekedar perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa 
ditafsirkan, menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai 
pembawa perubahan, sedangkan golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis 
daripada praktis.
39
   
Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang 
memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller
40
 
mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, 
ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut 
elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang 
beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi 
kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint 
Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron). 
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Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul 
semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang 
dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan 
Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, 
suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang 
dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua 
sosiolog politik Italias, yakni Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca.
41
  
Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok 
kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan 
politik. Kelompok kessil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat 
kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan 
tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit 
berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai 
kelebihan dalam matematika, bidang  muasik, karakter moral dan sebagainya. 
Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang 
memerintah (governing elite) dan elit yang tiak memerintah (non governign elit) . 
Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan 
oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua 
masyarakat, mulai adri yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar 
peradaban, hingga pada masyarakt yang paling maju dan kuat selalu muncul dua 
kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang 
memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, 
monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari 
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kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh 
kelas yang memerintah.
42
 
Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang 
secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini 
kemduain didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa ”hukum besi 
oligarki” tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil 
yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, 
Lasswell berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya 
tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap 
tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa 
naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, 
dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada 
siapa saja yang kebetuan punya peran penting
43
.  
Pandangan  yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. 
Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elit. Pertama, dalam tradisi yang 
lebih tua, elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, 
memenuhi kebuthan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau 
menampilkan kualitas tersendiri. Elit dipandang sebagai kelompok pencipta 
tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Ke dua, dalam tradisi yang lebih 
baru, elit dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun yang 
menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan 
tempat. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau 
pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.  
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Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elit adalah mereka yang menempati 
posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting,, 
yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, 
agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan. Pernyataan seiring dikemukakan oleh 
Czudnowski bahwa elit adalah mereka yang mengatur segala sesuatunya, ataua 
aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama yang fungsional dan terstruktur 
dalam berbagai lingkup institusional, keagamaan,  militer, akademis, industri, 
komunikasi dan sebagainya.
44
  
Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elit 
adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang 
sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu 
sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, 
meskipun elit sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi 
sesungguhnya di antara anggota-anggota elit itu sendiri, apa lagi dengan elit yang 
lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan 
kepentingan antar elit  itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan atau 
sirkulasi elit.  
Berdasarkan pandangan berbagai ahli, Robert D. Putnam menyatakan 
bahwa secara umum ilmuwan sosial membagi dalam tiga sudut pandang.
45
 
Pertama, sudut pandang struktur atau posisi. Pandangan ini lebih menekankan 
bahwa kedudukan elit yang berada pada lapisan atas struktur masyarakatlah yang 
menyebabkan mereka akan memegang peranan penting dalam aktivitas 
masyarakat. Kedudukan tersebut dapat dicapai melalui usaha yang tinggi atau 
kedudukan sosial yang melekat, misalnya keturunan atau kasta.  
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Schrool
46
 menyatakan bahwa elit menjadi golongan utama dalam 
masyarakat yang didasarkan pada posisi mereka yang tinggi dalam struktur 
masyarakat. Posisi yang tinggi tersebut terdapat pada puncak struktur masyarakat, 
yaitu posisi tinggi dalam bidang ekonomi, pemerintahan, kemiliteran, politik, 
agama, pengajaran dan pekerjaan bebas.  
Kedua sudut pandang kelembagaan. Pandangan ini didasarkan pada 
suatu lembaga yang dapat menjadi pendukung bagi elit terhadap peranannya 
dalam masyarakat. C. Wright Mills
47
 menyatakan bahwa untuk bisa memiliki 
kemasyhuran, kekayaan, dan kekuasaan, orang harus bisa masuk ke dalam 
lembaga-lembaga besar, karena posisi kelembagaan yang didudukinya 
menentukan sebagian besar kesempatan-kesempatannya untuk memilki dan 
menguasai pengalaman-pengalamannya yang bernialai itu.  
Ketiga, sudut pandang kekuasaan. Bila kekuasaan politik didefinisikan 
dalam arti pengaruh atas kegiatan pemerintah, bisa diketahui elit mana yang 
memiliki kekuasaan dengan mempelajari proses pembuatan keputusan tertentu, 
terutama dengan memperhatikan siapa yang berhasil mengajukan inisiatif atau 
menentang  usul suatu keputusan. 
Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elit memiliki 
pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang 
memiliki/bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang 
dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber 
kekuasaan itu bisa berupa keududukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, 
kekerabatan, kepandaian dan keterampilan. Pendapat senda juga diungkapkan 
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oleh Charles F. Andrain
48
 yang meneybutnya sebagai  sumber daya kekuasaan, 
yakni : sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian.  
Dalam konteks Sulawesi Barat, elit politik lokal dapat dilihat dalam 3 
kategori, pertama, kategori elit berdasarkan pelapisan sosial, ke dua kategori elit 
berdasarkan kegiatan fungsional, ketiga, elit berdasarkan kharisma. Dalam tradisi 
Mandar, pelapisan itu sosial masyarakat Mandar terbagi atas 3 kelompok sosial, 
pertama, raja dan kerabat raja yang dikenal dengan kelompok bangSaw.an atau 
aristokrat. Ke dua kelompok manusia merdeka dan ketiga, kelompok hamba
49
.  
Dalam konteks politik deliberatif, ranah politik menjadi sebuah ruang 
yang penuh dengan kontestasi/persaingan terbuka. Pada ruang terbuka ini, 
beberapa pandangan dari kelompok-kelompok teori di atas terdapat kecocokan, 
namun yag terjadi dalam politik Sulawesi Barat kini, adalah saling tumpang 
tindihnya faktor-faktor sumber daya kuasa sebagaimana disebutkan di atas. Faktor 
status kebangSaw.anan bertumpang tindih dengan pendidikan dan kapasitas 
politik kelembagaan yang diperoleh dari kualifikasi pengakderan partai politik 
akan tetapi juga tidak menunjukkan sikap elit yang loyal dan ideologis terhadap 
partainya. Modalitas ekonomi seringkali menjadi faktor yang diasumsikan 
menjadi sumber kekuasaan, dalam masyarakat Bugis Makassar tentunya akan 
menampakkan dinamika yang kuat, dimana sirkulasi elit akan sedemikian 
kencangnya terjadi dikarenakan budaya dasar masyarakat bugis makassar adalah 
berdagang. Namun kondisi ini saling bertumpang tindih dengan patrimonialisme, 
kekeluargaan, dan bahkan memungkinkan untuk terjadinya dinastitokrasi.  
Dalam fenomena ketiga klan yang menguasai wilaah mandar jejak yang 
saling tumpang tindih itu menjadi konteks fenomenal yang menyulitkan untuk 
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menetapkan satu bingkai paradigmatik dan teoritik sebagaimana dijelaskan di 
atas. Karenanya, asumsi teoritik Pierre Bourdieu mengenai Habitus, modal, ranah 
dan praktek mungkin relevan sebagai alat analisis utama disamping kekuatan 
teoritik dari dari teori elit di atas.  
 
b. Sirkulasi Elit 
Masyarakat dibagi kedalam 2 (dua) lapisan yakni kelompok Elit dan 
kelompok non elit atau Massa dapat mengalami perubahan. Adapun maksudnya, 
sekelompok  individu yang berkedudukan sebagai elit tidak selamanya mereka 
akan menduduki posisi tersebut. Posisi yang mereka sandang tidak bersifat 
langgeng karena akan diganti atau digeser oleh kelompok lain. Hal tersebut tidak 
dapat dielakkan, dimasyarakat manapun juga perubahan atau pergeseran elit pasti 
akan berlangsung
50
. 
Pembagian masyarakat menjadi Elit dan non-Elit atau massa dapat 
mengalami perubahan. Adapun maksudnya sekelompok anggota masyarakat yang 
berkedudukan sebagai Elit, tidak selamanya mereka akan menduduki posisi 
tersebut. Posisi mereka tidak bersifat langgeng karena akan diganti atau digeser 
oleh kelompok lainnya
51
 
Di masyarakat manapun juga, perubahan atau pergeseran Elit yang disebut 
sirkulasi elit pasti akan berlangsung. Tidak ada suatu kekuatanpun yang mampu 
menghalangi sirkulasi elit tadi. Lambat atau cepat keberadaan elit (sekelompok 
elit) yang sedang berkuasa pasti tergeser oleh kelompok lainnya. Kepastian ini 
didasarkan paling tidak secara alamiah, bawa elit yang sedang berkuasa tadi tidak 
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mungkinmemerintah secara terus menerus. Kemampuan mereka sebagai elit 
dibatasi oleh usia. 
3. Teori Patronase 
Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok 
komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan 
maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih 
rendah  (inferior), dan Patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau 
dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk 
membantu klien-liennya
52
 
Patronase politik merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan 
yang tidak seimbang antara ptron dan klien (Scott, 1972). Patron adalah seorang 
yang memegang pucuk kekuasaan, dan memimpin pelaksanaan kebijakan. Klien 
diidentikkan sebagai “pengikut” setia, pekerja birokrasi yang mematuhi aturan-
aturan patron. Dalam analogi lain, patron adalah majikan (bos), dan klien adalah 
anak buah. Terminologi politik modern menyebutkan, sangat sulit untuk 
memisahkan antara politisi sebagai “aktor politik” otonom dengan birokrasi. Ini 
karena aktor politik tidak hanya bertindak sebagai aktor pembuat kebijakan tetapi 
juga melakukan penetrasi terhadap gelanggang birokrasi (Leo Agustino, 2014). 
Hubungan “rumit” antara politisi dan birokrasi inilah menjadi pintu masuk 
patronase politik.
53
 
Menurut Vincent Lemieux, Teori Patronase Politik adalah teori yang 
mengatakan bahwa patronase adalah suatu dispensasi dari suatu keberhasilan, 
seperti pekerjaan kantor, kontrak-kontrak, pembagian-pembagian atau hal-hal lain 
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yang mempunyai nilai materi atau prestise dan sesuatu yang berharga yang berasal 
dari seorang patron (seseorang yang mengontrol dispensasi) kepada rekannya. 
Sebagai gantinya, rekanan tersebut akan memberikan suatu penghargaan yang 
sama atau senilai, seperti memilih partai Patron atau menyumbang sejumlah uang 
ataupun sejumlah pekerja untuk diperkerjakan dalam kampanye pemilihan umum. 
Hubungan antara Patron dengan rekanannya mempunyai tipikal tidak seimbang 
dan selektif.
54
 
Patronase (Patron – Klien) merupakan hubungan yang melibatkan antara 
dua orang  yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental dimana 
seorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan 
pengaruh sumberdaya yang dimilikinya, untuk memberikan perlindungan atau 
keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya 
(klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan 
dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.
55
 
Pendekatan kami terhadap analisis politik dan demokratisasi lokal 
mengombinasikan analisis keseimbangan kekuasaan dengan cara di mana para 
pemain mencoba menguasai dan mengubah kondisi tersebut dengan mencoba 
mempekerjakan dan membangun atau menghindari dan mengurangi instrumen 
demokrasi dalam ruang politik lokal dan non lokal
56
. Cara ilustratif pertama dalam 
mengkonseptualisasikan hubungan kekuasaan diambil dari karya Pierre 
Bourdieu
57
. Bourideu mengkonseptualisasikan keseimbangan struktural antara 
kekuasaan dan praktek para pemain. Ada tiga konsep yang dikemukakan oleh 
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Bourdieu, pertama ’Habitus’, kedua konsepsi khususnya tentang ’kapital’ dan 
yang ketiga ’lapangan sosial58 atau ranah’.  
Istilah kunci dalam pemikiran Bourdieu adalah habitus dan ranah (field). 
Bourdieu memperluas memperluas tentang modal ke dalam beberapa kategori, 
seperti modal sosial dan modal budaya. bagi Bourdieu, posisi individu terletak di 
ruang sosial (social space) yang tidak didefinisikan oleh kelas, tetapi oleh jumlah 
modal dengan berbagai jenisnya dan oleh jumlah relatif modal sosial, ekonomi, 
dan budaya yang dipertanggung jawabkan
59
.  
Sedangkan habitus diadopsi melalui pengasuhan dan pendidikan. konsep 
tersebut digunakan pada tingkatan individu, ’a system of acquired dispositiions 
functioning on the practical level as categories of perception and assessment...as 
well as beig the organizing priciples of action’. Bourdieu berpendapat bahwa 
perjuangan demi distingsi sosial merupakan dimensi fundamental dari seluruh 
kehidupan sosial
60
.  Istilah ini merujuk kepada ruang sosial dan terjalin dengan 
sistem disposisi (habitus)
61
. Bagus Takwim menjelaskan dalam pengantarnya
62
 , 
bahwa Bordieu mengartikan habitus sebagai ”...suatu sistem disposisi yang 
berlangsung lama dan berubah-ubah (durable, trnasponsible disposition) yang 
berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terrstruktur dan 
terpadu secara objektif”. sedangkan ranah oleh Bourdieu diartikan sebagai 
jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir 
terpisah dari kesadaran dan kehendak individual 
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Dengan kata lain, habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai 
individu dan realitas sosial. Individu menggunakan habitus dalam berurusan 
dengan realitas sosial. habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari 
pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur 
objektif yang ada dalam ruang sosial. Secara mudah, habitus diindikasikan oleh 
skema-skema yang merupakan perwakilan konspetual dari benda-benda dalam 
realitas sosial. Berbagai macam skema tercakup dalam habitus seperti konsep 
ruang, waktu, baik-buruk, sakit-sehat, untung-rugi, berguna-tidak berguna, benar-
salah, atas-bawah, depan-belakang, indah-jelek, dan terhormat-terhina.
63
 
Seluruh tindakan manusia terjadi dalam ranah sosial–yang merupakan 
arena bagi perjuangan sumber daya. Individu, isntitusi, dan agen lainnya mencoba 
untuk membedakan dirinya dari yang lain dan mendapatkan modal yang berguna 
atau berharga dia arena tersebut. Dalam masyarakat modern, terdapat dua sistem 
hierarkisasi yang berbeda. Pertama adalah sistem ekonomi, dimana posisi dan 
harta ditentukan oleh harta –modal yag dimiliki sesorang . Sistem ke dua adalah 
budaya atau simbolik Dalam sistem ini, status seseorang ditentukan oleh seberapa 
banyak ’modal simbolik’ atau modal budaya yang dimiliki. Budaya juga 
merupakan sumber dominasi, dimana para intelektual memegang peranan kunci 
sebagai spesialis produksi budaya dan pencipta kuasa simbolik
64
.    
Habitus mendasari ranah yang merupakan jaringan relasi antar posisi-
posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran 
individual. Ranah bukan ikatan intersubjektif anatar individu, namun semacam 
hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan 
kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Ranah 
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mengisi ruang sosial. Istilah ini megnacu pada keselurahan konsepsi tentang dunia 
sosial. konsep ini menganlogikan realitas sosial sebagai sebuah ruang dan 
pemahamannya menggunakan pendekatan topologi. Dalam hal ini, ruang sosial 
dapat dikonsepsi sebagai terdiri dari beragam ranah yang emiliki sejumlah 
hubungan terhadap satu sama lainnya serta sejumlah raung kontak. Ruang sosial 
individu dikaitkan melalui waktu (trajektori kehidupan) dengan serangkaian ranah 
tempat orang-orang berebut berbagai modal. Dalam ruang sosial ini, individu 
dengan habitusnya berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial 
yang menhasilkan tindakan-tindakan sesuai dengan ranah dan modal yang 
dimilikinya. 
65
    
Praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk 
sejarah, dan ranah yang juga merupakan produk sejarah. Pada saat bersamaan, 
habitus dan ranah juga merupakan produk dari medan daya – daya yang ada di 
masyarakat. Dalam suatu ranah ada pertaruhan, kekuatan-kekuatan serta orang 
yang memiliki banyak modal. Modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan, 
suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah. setiap ranah menuntut 
individu untuk memiliki modal – modal khusus agar dapat hidup secara baik dan 
bertahan di dalamnya
66
. secara ringkas Bourdieu menyatakan rumus generatif 
yang menerangkan praktik sosial tersebut dengan persamaan : (Habitus x Modal) 
+ Ranah = Praktik
67
. 
Ide Bourdieu tentang Habitus bisa dimengerti dalam konsep yang lebih 
dikenal tentang ’institusi’ dan ’kultur’. Ketika Bourdieu berbicara tentang 
’disposisi’, seperti yang telah kami jelaskan, dia mengacu pada pola kelakuan 
                                                             
65
Harker, Richard., Cheleen Mahar, Chris Wilkes. 1990. An Introduction to the Work of 
Pierre Bourdieu: the Practice of Theory, London: The McMillan Press Ltd, h. 20 
66
 Harker, Richard., Cheleen Mahar, Chris Wilkes. An Introduction to the Work of Pierre 
Bourdieu, h. 20 
67
Harker, Richard., Cheleen Mahar, Chris Wilkes. An Introduction to the Work of Pierre 
Bourdieu, h. 20 
37 
 
 
 
yang terstruktur dan norma-noram serta pengertian yang diasosiasikan dengannya. 
Dia mengimplikasikan eksistensi ’institusi’, atau peraturan formal dan informal 
yang menghambat dan memfasilitasi tindakan manusia dan interaksi sosial, dan 
’kultur’ atau kebiasaan berfikir dan berkelakuan, dan arti yang menadasarinya 
yang digolongkan sekelompok orang tertentu. Dengan cara ini ke dua istilah 
memiliki arti saling berhubungan atau sebagian tumpang tinfih. Formal, 
khususnya perturan legal, dan kontrak selalu perlu ditanamkan pada strata sosial 
yang dalam dan informal, sering melibatkan faktor-faktor seperti kepercayaan, 
tugas dan kewajiban (sehingga) suatu kontrak formal selalu mengambil corak 
khusus dari kultur sosial informal yang ditanamkan
68
.    
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C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini serta bagaimana cara 
pengumpulan data dalam penelitian ini, siapa-siapa yang menjadi informan yang 
membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini serta yang terakhir 
menjelaskan bagaiman teknik pengolahan data dalam penelitian ini. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu 
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan 
datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 
generalisasi.
69
 
Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian 
menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif menurut Best 
(sebagaimana dikutip oleh Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha 
menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.
70
 
Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif 
dengan pola deskriptif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan secara 
sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. 
Adapun alasan peneliti memilih metode ini adalah:  
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a) Dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan 
penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif.  
b) Metode penelitian kualitatif deskriptif sangat berguna untuk 
mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang 
pendidikan maupun tingkah laku manusia.  
c) Memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh 
yang timbul dari pola-pola yang dihadapi. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis 
mengambil lokasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 
B. Jenis Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni: 
1. Data primer, yang dikumpulkan berbentuk hasil wawancara yang 
dilakukan terhadap narasumber yang berasal dari para pelaku yang 
terkait dengan persoalan untuk mengetahui tanggapan variabel terkait 
terhadap sirkulasi politik ketiga klan di Polewali Mandar. Beberapa 
responden yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah Pejabat 
Pemerintah, pedagang kaki lima, pelayan café, penjual bakso, tukang 
parkir, ibu rumah tangga, cleaning servis, dan supir angkot. 
2. Data Sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan 
pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait 
pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian ini. Data sekunder ini 
antara lain, kepustakaan (Library Research) serta bahan dari internet.
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C. Metode Pengumpulan Data 
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Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi: 
1. Metode Observasi 
Metode observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan 
melakukan peninjauan secara cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan 
mengamati setiap fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi 
dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.
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Oleh karena itu metode observasi peneliti gunakan sebagai metode sekunder 
atau pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta 
menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Observasi 
yang dilakukan berupa melihat bagaimana kondisi perpolitikan serta pertukaran 
posisi ketiga klan di Polewali Mandar. 
2. Metode wawancara 
Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara 
bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi. Dalam 
konteks penelitian ini, peneliti mengunjungi orang-orang yang paham dan tahu 
mengenai perpolitikan di Polewali Mandar serta yang pernah terlibat dalam 
pemerintahan di era otoriter (orba) sampai dengan era demokrasi, seperti politisi, 
mantan kepaladesa, peterang, tokoh masyarakat, dan kepala desa, sesuai dengan 
judul penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan 
penelitian ini.
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3. Metode Dokumentasi  
Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel-variabel berupa catatan transkip, buku, dokumen rapat atau catatan 
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harian.
74
 Metode ini dipergunakan dalam rangka mencari referensi tambahan dan 
menguatkan hasil kajian seperti halnya dalam penelitian ini, referensi tambahan 
diperlukan untuk meramu hasil penelitian, seperti menggunakan jurnal dari 
internet dan buku teori-teori.  
 
D. Instrumen penelitian  
Selain kualitas pengumpulan data, kualitas instrumen penelitian sangat 
mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Karena instrumen penelitian yang baik 
akan menghasilkan data yang valid and realible. Instrumen adalah alat bantu 
yang digunakan dalam mengumpulkan data. Instrumen bermanfaat untuk 
memperoleh kesimpulan yang benar dalam penelitian ini. Dalam penelitian 
kualitatif, “the researcher is the key instrument” yang menjadi instrumen utama 
adalah peneliti sendiri.
75
 Meskipun peneliti sendiri sebagai instrumen utama 
tetapi dalam penelitian ini, alat bantu sangat diperlukan sebagai panduan 
penelitian, misalnya pedoman wawancara, buku catatan peneliti, handpone 
sebagai alat komunikasi sekaligus perekam sehingga diperoleh data yang 
objektif. 
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
 Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah: 
1. Reduksi data (data reduction) 
Reduksi data merupakan proses memilih, memilah mengabstraksikan dan 
menstransformasikan data mentah (raw data) yang diperoleh dari lapangan.
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Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampia akhir. 
Fungsi reduksi data adalah menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa 
ditarik. Reduksi data adalah bagian yang tidak terpisahkan dari analisis. Reduksi 
data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban hasil wawancara dari 
informan karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi 
jawaban dalam penelitian ini. 
2. Penyajian data (data display) 
Alat dalam penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi 
data, yaitu menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau 
bagan.
77
 Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik 
kesimpulan. Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan hal-hal yang serupa 
menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis. 
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing/verification) 
  Langkah ketiga analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman 
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dilakukan selama dalam 
penelitian. Namun demikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung 
pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 
dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 
valid.
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini akan membahas lokasi penelitian, seperti gambarang umum lokasi 
penelitian dan di bab ini juga akan membaha inti utama dalam penelitian ini, yaitu 
jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. 
A. Lokasi Penelitian 
1. Profil Daerah Penelitian 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan 
data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan 
terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah 
penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan 
penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh 
dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian. 
Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu diantara 6 (enam) 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 
Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra 
(Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II, yang 
dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959 yaitu: 
1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraja Pamboang, 
dan Swapraja Cenrana (sendana); 
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja 
Tappalang; 
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3. Kabupaten Polewali Mamasa, yang meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja 
Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali dan Onder Afdeling 
Mamasa. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru yang terbesar di seluruh wilayah privinsi, 
dua diantara kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan kabupaten Mamasa 
merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga 
kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten 
terpisah: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman), adalah salah satu 
Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di 
kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali 
yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
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Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40’00”-
3°32’00” LU dan 118°40’27”-119°32’27” BT. 
Batas wilayah wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi 
Barat Utara: Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene, Selatan: Laut, Barat: 
Kabupaten Majene, Timur : Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 km2 yang 
meliputi 16 (lima belas) kecamatan, dimana Kecamatan Tubbi Taramanu dan 
Kecamatan Bulo merupakan 2 (dua) kecamatan yang terluas dengan luas masing-
masing adalah 356,93 km2 dan 229,50 km2. Luas kedua kecamatan tersebut 29,58 
% dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara luas wilayah 
kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 km2 
atau 1.06 %. 
Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2012 penduduk Polewali Mandar 
mencapai 409.648 jiwa terdiri dari 199.682 jiwa laki-laki dan 209.996 jiwa 
perempuan dengan 92.895 rumah tangga, maka rata-rata jumlah anggota rumah 
tangga sebesar 4.4 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar 
menurut umur sebagai berikut 34,12% penduduk usia muda (0-14), 5.25% 
penduduk usia tua (65 tahun keatas), 60.6% penduduk usia produktif (15-64 
tahun).
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Nilai sex ratio Kabupaten Polewali Mandar sebesar 95,1 berarti jumlah 
penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan perbandingan dari 
setiap 100 perempuan terdapat 95 orang laki-laki. Jika dilihat persebaran 
penduduk pada tingkat kecamatan, Kecamatan Polewali memiliki jumlah 
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penduduk terbesar dengan 57.095 jiwa. Kecamatan Polewali sekaligus merupakan 
kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan 2.173 jiwa/km2. 
Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten yang didiami oleh 
beberapa etnis, beberapa etnis mayoritas tersebut adalah etnis mandar, bugis, 
jawa, dan mamasa. Berdasarkan pertimbangan beberapa etnis tersebut dan 
digunakan sebagai perbandingan maka penelitian ini dilakukan di 3 kecamatan 
dimana Etnis Mandar diwakili oleh Kecamatan Tinambung, etnis Bugis dan 
Mamasa di wakili oleh Kecamatan Polewali dan etnis Jawa diwakili oleh 
Kecamatan Wonomulyo.
82
  
a. Kecamatan Tinambung. 
Hampir Dari semua jumlah penduduk Kecamatan Tinambung merupakan 
etnis Mandar. Dengan luas kira – kira sekitar 21,34 km2 Yang keadaan 
Geografisnya lebih banyak berupa daerah pesisir. Berkaitan dengan mata 
pencarian penduduk cukup bervariasi mulai dari Nelayan, Petani, Pedagang 
,Pegawai, dan Industri Rumah Tangga. Khusus untuk industri rumah tangga, di 
kecamatan Tinambung memiliki prospek yang cukup baik seperti Sarung Sutra 
Mandar, Pemintalan Tali, Pemecahan Kemiri, Dan Minyak Goreng. 
Sedangkan untuk tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan Tinambung 
kesadaran akan pendidikan sudah cenderung meningkat walaupun hanya sampai 
pada tingkat SMA. Batas wilayah. Sebelah utara : Kabupaten Majene, Sebelah 
Selatan : Kecamatan Balanipa, Sebelah Barat : Selat Makassar dan Sebelah Timur 
: Kecamatan limboro. 
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b. Kecamatan Wonomulyo 
Secara Geografis kecamatan Wonomulyo Juga merupakan daerah pesisir 
yang berupa dataran yang luasnya 72,34 km2 yang hampir setengah merupakan 
ladang pertanian. Mata pencarian penduduk cukup bervariasi mulai dari Petani, 
Pedagang ,Pegawai, dan Industri. Sektor pertanian menjadi unggulan dikecamatan 
ini dipelopori oleh para transmigran dari jawa. Kecamatan Wonomulyo juga satu 
– satunya Kecamatan tempat mayoritas dari etnis jawa bermukim. 
Batas wilayah Sebelah utara : Kecamatan Mapilli, Sebelah Selatan : 
Kecamatan Matakali, Sebelah Barat : Selat Makassar dan Sebelah Timur : 
Kecamatan Bulo dan Tapango. 
c. Kecamatan Polewali 
Kecamatan Polewali merupakan ibukota Kabupaten Polewali Mandar. 
Kecamatan Polewali memiliki luas 26,27 km2 . Mayoritas penduduk di kecamatan 
polewali bekerja sebagai pegawai negeri sipil hal ini didasari karena kecamatan 
polewali merupakan daerah administratif di kabupaten Polewali Mandar. 
Kecamatan polewali juga merupakan daerah yang menjadi tujuan utama para 
pendatang itulah sebabnya di kecamatan Polewali ada berbagai etnis. Penduduk 
etnis bugis dan mamasa yang ada di kabupaten Polewali Mandar mayoritas 
bertempat tinggal di Kecamatan Polewali. 
Batas wilayah Sebelah utara : Kecamatan Matakali, Sebelah Selatan : 
Kecamatan Binuang, Sebelah Barat : Selat Makassar dan Sebelah Timur : 
Kecamatan Kanreapi.
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4. Keadaan Sosial Budaya 
a. Pendidikan 
Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan 
meningkatkan SDM melalui pendidikan adalah realisasi program wajib belajar 12 
tahun. Melalui program ini diharapkan tercipta sumber daya manusia yang siap 
mengembangkan diri untuk bersaing di era globalisasi. Polewali Mandar 
senantiasa berupaya menciptakan masyarakat terdidik. Hal ini dapat diamati, 
antara lain melalui peningkatan jumlah sarana di sekolah tingkat dasar maupun 
tingkat menengah. Setiap tahun, jumlah murid/siswa dari TK hingga tingkat 
perguruan tinggi mengalami peningkatan.
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Pada tingkat Sekolah Dasar terdapat 326 sekolah dengan 3.552 guru yang 
mengajar 51.286 murid. Sementara pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama terdapat 78 sekolah dengan 1.198 guru yang mengajar 16.848 murid 
sedangkan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terdapat 12 sekolah 
dengan 443 guru yang mengajar 6.095 murid.
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Jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar berturut-turut 
dari taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan tingkat atas masing-masing 
terdapat sebanyak 109 unit sekolah taman kanak-kanak, 326 unit sekolah dasar, 78 
unit sekolah lanjutan tingkat pertama, 35 unit sekolah lanjutan tingkat atas dan 
sederajat.
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b. Kesehatan 
Upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan terus 
mengalami peningkatan. Tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan merupakan 
sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan. 
Sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 4 
rumah sakit, yang terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 1 rumah 
sakit ABRI dan 2 rumah sakit bersalin. Sedangkan fasilitas kesehatan yang lain di 
Polewali Mandar terdapat 20 puskesmas, 72 puskesmas pembantu dan 86 
Poskesdes.
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Disamping sarana kesehatan, sumber daya manusia dibidang kesehatan 
juga menentukan keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Jumlah tenaga 
kesehatan pada tahun 2012 mencapai 558 orang yang terdiri dari dokter umum 35 
orang , dokter gigi 12 orang, perawat 209 orang, bidan 211 orang, farmasi 17 
orang dan 74 tenaga non medis.
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c. Agama 
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari 
banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Walaupun sebagian besar 
penduduk Polewali Mandar beragama Islam namun sarana peribadatan agama lain 
tetap ada. Dalam tahun 2012 jumlah sarana peribadatan yang ada sebagai berikut : 
tempat peribadatan agama Islam terdiri dari 763 mesjid dan 39 mushola, tempat 
peribadatan agama Kristen yang terdiri dari Kristen Prostestan dan Katolik 
masing-masing berjumlah 45 gereja dan 9 gereja. Secara garis besar, pada tahun 
2012 jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar menurut agama yang 
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dianutnya adalah 379.847 umat Islam, 10.682 umat Kristen Protestan, 4.217 umat 
Katolik, dan 4 umat Hindu.
89
 
B. Proses Dan Dinamika Sirkulasi Elit Politik Dari Era Orde Baru Ke 
Demokrasi Di Polewali Mandar 
1. Prosese dan Dinamika Elit Politik Dari Era Orde Baru ke Demokrasi 
di Polewali Mandar 
a. Memperoleh Restu Dari Pusat dan Provinsi 
Pemilihan umum merupakan ajang pesta demokrasi yang menghasilkan 
penggantian pemimpin di suatu wilayah di Indonesia terkhusus lagi di Kabupaten 
Polewali Mandar. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap 
masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar untuk berlomba memenangkan 
kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pemilu itu tidak akan lancer 
apabila tidak dibarengi dengan antusiasme dari masyarakat untuk 
menyukseskannya. Perilaku memilih masyarakat dalam menentukan pilihannya di 
Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh pengaruh budaya yang masih 
dianut dan faktor primordialisme. 
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Pengaruh itu masih sangat kuat sehingga para kandidat yang menggunakan 
cara pendekatan itu dipastikan mampu meraih suara yang signifikan. Kekerabatan 
itu mampu mengubah pilihan seseorang yang telah mempunyai pilihan 
sebelumnya karena faktor primordial. Pilihan merupakan salah satu aspek dari 
perilaku memilih baik secara umum maupun perilaku pada wilayah yang lebih 
spesifik karena merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang cukup kompleks. 
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Interaksi itu melibatkan banyak hal, mulai dari bentuk interaksi, karakter 
lingkungan dan juga karakter masyarakat. Dalam interaksi sosial, terdapat 
berbagai stimulus yang akan disambut dan dikelola oleh bangunan kognisi 
masyarakat yang berbeda-beda. Perilaku politik juga berupa proses yang 
melibatkan berbagai hal. Stimulus politik atau suatu fenomena akan ditafsirkan 
berbeda oleh setiap orang, tergantung bangunan kognisinya. 
Pemahaman akan sesuatu merupakan bentukan proses yang panjang yang 
melibatkan lingkungan sosial yang memiliki pengaruh yang besar. Pemilihan 
kepala daerah merupakan wujud demokrasi di level daerah. Suara masyarakat 
yang ada ditingkat daerah adalah suara yang akan mewakili serta merupakan 
aspirasi yang paling dasar. Dalam beberapa pengamatan, peneliti melihat kini ada 
kecenderungan perilaku memilih yang mulai mengedepankan ikatan emosional 
terhadap kandidat. 
Hal tersebut dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek 
politik. Informasi sangat penting, setiap informasi akan dikelola untuk kemudian 
menyambut informasi selanjutnya. Perbedaan akses informasi dan perbedaan 
sosialisasi dalam suatu masyarakat, menjadikan setiap tindakan atau reaksi 
menjadi berbeda-beda.  
Sejak awal sirkulasi elit politik di Kabupaten Polewali Mandar, pemilhan 
Kepala Daerah ditentukan oleh pemberian restu dari pusat dan provinsi dengan 
cara melalui partai pengusung. 
b. Penentu Elit Berkuasa melalui parlemen 
Kabupaten Polewali Mandar dikenal sebagai daerah dengan parlementer 
yang cukup bagus, karena Kabupaten Polewali mandar menjalankan sistem 
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parlemen yang mampu bekerja dengan begitu baik. Melalui pemilihan yang 
demokratis dan prosedur parlementaria, Polewali Mandar dapat mengatasi 
masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan sosial. 
Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi tidak tertulis 
(Konvensi) . Konstitusi Polewali mandar tidak terkodifikasikan dalam satu naskah 
tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum, dan konvensi. 
Kasus di Polewali Mandar mengenai kemunculan elit politik lokal diawal 
dengan terbentuknya Daerah Tingkat II Polewali Mamasa berdasarkan Undang-
undang Nomor 29 Tahun 1969 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 
II Polewali Mamasa dengan ibu kota Polewali. Sebagai tindak lanjut dari 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1969.
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Berbeda dengan beberapa daerah di Indonesia, ketika liberalisasi politik 
dan desentralisasi membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk 
turut berkontestasi dalam Pilkada dan Pemilu. Raja-raja lokal yang telah lama 
termarjinalkan pada masa Orde Baru, kembali muncul sebagai aktor dalam arena 
politik lokal. Fenomena kembalinya para elit bangSaw.an lokal ke dalam tampuk 
kekuasaan seperti yang terjadi di Bima, Ternate, Bone, Wajo, Jeneponto, Soppeng 
dan beberapa daerah lainnya, berbeda dengan yang terjadi di Polewali 
Mandar,dimana politik lokal hanya dikuasai oleh tiga klan keluarga yang berasal 
dari keturunan raja atau bangSaw.an lokal. 
Sehingga setelah calon bupati sudah mendapat restu dari pusat dan 
provinsi melalui partai politik, maka yang menentukan calon bupati adalah 
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anggota Parlemen dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 
pada saat itu, yang kini menjadi Polewali Mandar. 
c. Transisi Ke Demokrasi 
Gelombang demokratisasi menghantam Kabupaten Polewali Mandar pada 
tahun 1960. Kajian teoritis-konseptual tentang demokrasi mulai bergaung ketika 
terjadi transisi ke demokrasi yang mulai marak pasca system otoriter yang 
dikuasai oleh ketiga klan yang berkuasa, ketika banyak rezim otoritarian tumbang 
dari kursi kekuasaannya. Perhatian dipusatkan pada bagaimana suatu rezirn 
otoritarian yang tampak tangguh dan otonom roboh dalam sekejab mata. Ilmuwan 
Politik yang banyak mengkaji tentang transisi ke demokrasi di antaranya adalah 
Robert Harvey (Portugal : Birth of Democracy), Guillermo O‟Donnell dan 
Philippe Cschmitter (Transition from Authoritarian Rule; Tentative Conclusions 
About Uncertain Democracies) dan Huntington. Dalam “The Third Wave“, 
Huntington banyak mengulas tentang transisi ke demokrasi dari rezim-rezim 
otoritarian. 
“Madondong duambongi anna‟ matea‟ damuannai mara‟dia, mau 
ana‟u, mau appou, mua‟ tania tonama‟asayanni lita‟, mua‟ pulu-pulunna 
mato‟dori kedona, apa‟ iamotu‟ ditingo namarruppu-ruppu‟ lita‟.”92 
(Besok lusa bila saya wafat, jangan diangkat seorang pemimpin meskipun 
anak saya, cucu saya, jika tidak mencintai negeri ini, terlalu keras perintahnya dan 
keras tingkah lakunya, sebab itulah yang akan menghancurkan negeri ini) 
Penggalan kalimat di atas merupakan salah satu pesan Manyambungi, raja 
pertama Balanipa kepada rakyatnya sekitar abad ke 16 M. Pesan tersebut 
setidaknya memberikan sebuah makna tentang idealitas seorang pemimpin yang 
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mencerminkan semangat demokrasi, jauh sebelum konsep demokrasi menjadi 
sistem politik dianut di negara-negara Barat.
93
 
Bila konsep demokrasi dipahami bersama sebagai sistem politik yang 
diukur tidak hanya dari segi proseduralnya saja, seperti melaksanakan mekanisme 
pemilihan umum (pilpres, pileg, pilgub, dan pilbup) dengan aman dan damai 
tanpa konflik. Tetapi bagaimana membangun kehidupan masyarakat yang damai, 
sejahtera, adil, dan beradab sebagai wujud dari subtansi demokrasi, maka tentu hal 
ini sangat relevan dan suitable dengan pesan Manyambungi di atas. 
Relevansi antara pesan Manyambungi dengan konsep demokrasi ada tiga 
di antaranya adalah pertama, memilih pemimpin tidak berdasarkan otoritas 
penguasa, tetapi melibatkan masyarakat untuk berpatisipasi dalam menentukan 
siapa yang layak menjadi seorang pemimpin. Kedua, masyarakat mendapatkan 
hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin, tanpa dilihat dari  latar 
belakangnya, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun agamanya. Ketiga, 
kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Poin 
ketiga ini merupakan inti utama dari pesan tersebut, sebab tujuan dari demokrasi 
sendiri adalah bagaimana terwujudnya sebuah tata-kelola bernegara, berbangsa 
dan bermasyarakat berdasarkan asas kemanusiaan, perdamaian, keadilan dan 
kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam dasar negara Indonesia, yakni 
Pancasila.
94
 
Untuk mewujudkan tujuan dari subtansi demokrasi, sepertinya kita tidak 
perlu memperdebatkan, apalagi larut dan terjebak di dalamnya, soal siapa dan dari 
mana calon pemimpinnya. Bertikai hanya mempersoalkan identitas agamanya, 
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etnisnya, dan rasnya, adalah sungguh tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi 
dan kearifan lokal Mandar. 
Larut dan terjebak pada arus konflik politik identitas seperti disebutkan di 
atas, justru akan menyulitkan kita untuk menentukan atau memilih secara cerdas 
pemimpin yang memiliki kapabilitas dan komitmennya dalam merealisasikan cita-
cita demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat.      
Sedangkan pemimpin yang terpilih tidak boleh hanya merangkul dan 
mengakomodasi golongannya saja. Membangun semangat kerja secara kolektif 
kolegial, menciptakan ruang bersama masyarakat tanpa sentimen agama, etnis dan 
ras, membebaskan masyarakat dari berbagai belenggu sosial dan ekonomi adalah 
lebih penting dari pada merawat dan membesarkan diri sendiri dan kelompok, 
karena hal tersebut justru hanya menabur benih-benih konflik di tengah-tengah 
masyarakat. 
Ketiga dasar kepemimpinan di atas dijabarkan dalam konsep annang 
pappeyapu di lita’ Mandar (enam pegangan utama untuk menjadi pemimpin di 
tanah Mandar), yaitu buttu tandira’bai (tegaknya hukum secara utuh), manu’ 
tandipessissi (demokratisasi dalam segala lini kehidupan), bea‟ tandicupa‟ 
(ekonomi kerakyatan yang merata), karra‟arrang tandidappai (keadilan tanpa 
takaran), wai tandipolong (persatuan yang berkesinambungan), dan 
buttutanditema‟ diamemanganna tokuana tokua (keutuhan keyakinan akan 
kekuasaan Tuhan yang maha tinggi).
95
 
Falsafah dan kearifan lokal yang telah disebutkan sebelumnya, bukan 
sekedar diksi atau permainan bahasa (language game) kata filosof asal Austria, 
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Ludwig Wittgentein, yang hanya “melangit” tidak pernah membumi dalam 
kehidupan real masyarakat Mandar sebelumnya. 
96
 
Falsafah dan kearifan lokal tersebut dalam catatan sejarah Mandar 
disebutkan pernah ditegakkan oleh Raja Manyambungi dan anaknya 
Tomeppayung di Kerajaan Balanipa. Bahkan Tomeppayung tampil sebagai tokoh 
utama yang menggagas persekutuan Tammajarra dan Allamungan Batu di Luyo, 
sebuah konfederasi yang meyatukan beberapa kerajaan, yakni antara Tujuh 
Kerajaan Pesisir (Pitu Ba’bana Binanga) dan Tujuh Kerajaan Pedalaman (Pitu 
Ulunna Salu’). Konfederasi inilah yang melahirkan istilah sipa’manda’ (saling 
memperkuat) yang menurut sebagian sejarawan seperti Muis Mandra 
menyebutnya asal mula munculnya kata Mandar.
97
 
Komitmen memperkuat persatuan dalam keragaman, menghapus 
pengalaman konflik yang pernah menelikung mereka, demi satu cita menata 
kehidupan bersama yang harmonis dan toleran adalah satu wujud nilai demokrasi 
yang pernah dibumikan para pendahulu kita. 
Pengalaman demokrasi dalam wujud kearifan lokal yang dibumikan oleh 
para pendahulu seperti sibaliparri, siasayangi dan siamasei adalah modal sosial 
(social capital), menurut Robert D. Putnam. Modal sosial inilah membuat 
demokrasi bisa bekerja dengan baik. Tanpa modal sosial sebagai penyangga, 
maka demokrasi akan terancam.
98
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Pada konteks inilah, kearifan-kearifan lokal menjadi sangat vital untuk 
tetap dirawat dan dipertahankan, diinternalisasi dalam ruang kemasyarakatan agar 
tetap hidup walaupun zaman terus berubah. Yang terperting, mengantisipasi 
pengaruh luar yang mencoba ingin mencerabut kearifan lokal dari akarnya. 
Meskipun demikian, sudah mulai nampak adanya keterkikisan nilai-nilai budaya 
dalam diri setiap generasi saat ini.  
Menjaga dan mengantisipasi ancaman luar terhadap indentitas ke-Mandar-
an, bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi setidaknya upaya ini harus terus dilakukan 
dan digalakkan dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan para pengambil 
kebijakan.  
Menopang lewat struktur kekuasaan dan kultur dari bawah adalah paduan 
kekuatan yang luar biasa untuk membentengi identitas kebudayaan Mandar dari 
ancaman luar seperti budaya Modernisme dan budaya arabisme. 
Menjelang Pilgub 2017 merupakan satu momentum tepat serta titik balik 
dalam mengejawantahkan semangat tersebut, dengan tentu berharap pada 
pemimpin yang terpilih punya komitmen membangun Mandar (Sulawesi Barat) 
yang mala’bi’.  
d. Pilkada Penentu Elit Berkuasa 
Sejak terbentuknya Polewali Mamasa pada tahun 1960, bupati yang 
menjabat itu dipilih melalui DPRD Kabupaten, hingga Polewali Mamasa berubah 
menjadi Polewali Mandar pada tahun 2003-2004, pemilihan bupati pada saat itu 
masih melalui DPRD, tetapi pada tahun 2008-2009, sejarah pemilihan kepada 
daerah seudah melalui pilkada, di mana masyarakat Polewali Mandar ikut 
berpartisipasi dalam peta demokrasi.  
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Perubahan rezim kekuasaan dalam sistem politik dari rezim otoriter 
kedemokrasi membawa pergeseran penting bagi bangunan politik Indonesia, dari 
pusat hingga daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi seluruh lapisan 
masyarakat, lokal maupun nasional untuk memperoleh ruang politik. Namun 
dalam konteks Polewali Mandar hanya ada tiga klan yang sangat mendominasi 
dalam setiap proses pilkada maupun pemilihan legislatif, yang merupakan turunan 
dari klan keluarga yang jauh sebelum proses Desentralisasi dilaksanakan, ketiga 
klan ini telah memiliki berbagai sumberdaya yang digunakan untuk terus 
menancapkan kekuasaanya dan menjaga pengaruh mereka. Lebih lanjut fenomena 
politik lokal yang ada di Polewali Mandar merupakan gambaran dari kuatnya 
peran negara dalam menentukan dan mengatur segala aspek pemerintahan yang 
ada di Indonesia baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, 
sehingga ketiga klan keluarga tersebut memiliki.  
2. Sirkulasi Elit Dari Era Orde Baru Ke Demokrasi Di Polewali Mandar 
Di masyarakat manapun juga, perubahan atau pergeseran elit yang disebut 
sirkulasi elit pasti akan berlangsung. Tidak ada suatu kekuatanpun yang mampu 
menghalangi sirkulasi elit-elit yang sedang berkuasa tadi tidak mungkin 
memerintah secara terus menerus. Kemampuan mereka sebagai elit dibatasi oleh 
usia.  
a.   Klan Manggabarani Berjaya pada era otoritarianisme 
Persaingan antar saudara jamak terjadi dalam kerajaan-kerajaan di tanah 
Mandar. demokrasi, meski terbatas, sudah berjalan di masa lalu. Kini proses 
suksesi diperluas, rakyat biasa pun menjadi penentu pemilihan. Bergesernya 
kembali peta perpolitikan ditingkat Nasional pada kurun waktu tahun 1990-1998, 
dimana pada kurun waktu itu pemerintah pusat lebih memberikan kewenangan 
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kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, sehingga 
kewenangan yang besar untuk mengangkat dan melantik seorang bupati dimiliki 
oleh gubernur, sistem inilah yang kemudian memberikan peluang bagi kelompok 
klan yang lain untuk mendapatkan dan menancapkan kekuasaanya. 
Banyak orang yang tak menduga, ketika Polmas menjadi satu kabupaten 
akan dipimpin oleh seorang sipil, maklum waktu itu daerah ini masih dalam 
kerawanan konflik bersenjata. Suasana kegentingan masih terjadi hampir disetiap 
sudut-sudut kawasan yang baru terbentuk jadi kabupaten. Tapi Andi Hasan 
Manggabarani telah membuktikan menjadi Bupati Polmas yang pertama (1960-
1965). Dengan realitas daerah diatas tadi, sungguh sulit memformat kerangka 
awal pembagunan daerah. Masa ini merupakan kejayaan dari klan Manggabarani 
seperti wawancara berikut bersama Bapak Baharuddin: 
“Itu disebabkan karena pada saat pemekaran daerah tingkat II 
yaitu Polmas, yang menjbat sebagai bupati adalah H. Andi Hasan 
Manggabarani, Nah inilah yang menyebabkan klan Manggabarani 
berjaya dimasa itu”99 
Namun begitulah konsekensinya, seorang pemimpin harus lebih berani  
menanggung segala pahit getirnya masa perjalanan kehidupannya. Plus-minus 
kepemimpinan Andi Hasan, tentulah nampak mengiringinya selama ia menjadi 
bupati, sebab memang kekuasaan tak ada yang kekal. 
Andi Bilu Manggabarani berhasil mempersunting Andi Tannawali, adik 
seorang Pa’bicara Binuang. Dari perkawinan itulah lahir putranya yang bernama 
Andi Hasan Manggabarani dan Andi Rivai Andi Bilu memang menetap di 
Polewali, tapi ia juga berpetualang ke berbagai daerah, termasuk pernah di 
Majene. Karena itu Andi Hasan, anaknya disekolahkan di Majene hingga tamat 
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HIS (SMP). Selama masa sekolah, tiap hari bolak balik Polewali-Majene hanya 
dengan sebuah sepeda. Terkadang pula satu dua hari menetap di Majene. 
 Untuk melanjutkan pendidikan lanjutan, ia masuk SMA Katolik Makassar. 
Nilai ijazahnya amat bagus, bahkan mata pelajaran aljabar rata-rata 10. Bahasa 
juga bagus. Andi Hasan menguasai bahasa Inggris, Jepang, dan sedikit sedikit 
bahasa Belanda apalagi bahasa daerah. Hampir semua bahasa empat etnis di 
Sulawesi Selatan fasih mengucapkannya. Usai masa sekolah, ia menggabungkan 
diri dalam perjuangan KRIS Muda bersama-sama melawan Belanda. Karena 
perjuangan inilah, Andi Hasan pernah ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di 
Majene hingga 1948 baru dikeluarkan 
b. Pergeseran Pertama  
Pergesaren kekuasaan pertama yaitu dari klan Manggabarani ke klan 
mengga pada era otoritarianisme, yaitu pada tahun 1980, di mana pada tahun 
tersebut yang terpilih menjadi bupati adalah Kol. (Purn) S. Mengga.
100
 
Klan Mengga yang diprakarsai oleh Kolonel Purnawirawan S. Mengga 
lahir di kampung Lawarang, tanggal 28 Agustus 1926 (versi S. Mengga, tahun 
1922). Inisial “S” di depan namanya adalah singkatan dari kata Sayyid; sebuah 
sebutan khas bagi orang Arab keturunan Nabi Muhammad Saw.. Ayah S. 
Mengga, adalah Sayyid Muhsin Alattas. Sedang ibunya bernama Hj. Cilla, salah 
seorang keturunan bangSaw.an Mandar dari garis keturunan Mara’dia Alu yang 
juga Mara’dia Balanipa yang ke-43, yaitu I Ga’ang atau Tomessu’ dengan gelar 
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anumerta Tomatindo di Lekopa’dis. I Ga’ang adalah putra Mara’dia ke-36 
bergelar anumerta Tomate Macci’da (mangkat tiba-tiba). 101 
Dari pernikahan Sayyid Muhsin Alattas dengan Hj. Cilla, lahir 4 (empat) 
orang anak, yaitu: H.S. Husain Alattas (Puang Kosseng), H.S. Mahmud Alattas 
(Puang Mengga), Hj. Syarifah Berlian Alattas (Puang Barlian), dan H.S. 
Kaharuddin Alattas (Puang Bela). Sedang pernikahan Sayyid Muhsin dengan St. 
Saoda, lahir 2 (dua) orang putra yaitu: Sayyid Abdullah Alattas dan Sayyid Ali 
Alattas. 
Tahun 1945 S. Mengga menjadi anggota Laskar Pejuang Kemerdekaan 
Indonesia. Salah satu organisasi kelaskaran yang mewadahi para pemuda pejuang 
di daerah Mandar yang bereaksi keras terhadap kehadiran tentara NICA. Tahun 
1946, S. Mengga kembali tertangkap oleh tentara sekutu dan lagi-lagi dijebloskan 
ke penjara Majene, tentu saja pengawasan terhadap S. Mengga dan kawan-
kawannya cukup diperketat. Namun S. Mengga bisa lari dari penjara berkat 
bantuan rekan seperjuangannya, seperti Kaco Tandung, Maccing dan Belle. Tahun 
1984, S. Mengga menjadi anggota kelaskaran KRIS Muda Mandar. KRIS 
Mudaadalah sebuah organisasi perjuangan yang dibidani kelahirannya oleh Andi 
Depu (Mara’dia Balanipa ke-52), pada tanggal 17 Oktober 1946. Tahun 1952 (3 
September), S. Mengga beserta 155 anggota pasukannya di lantik dan diresmikan 
sebagai APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Sulawesi) di Tinambung 
oleh Kepala Staf TT-VII Letkol J.F. Warrouw, dengan nama kesatuan “Pasukan 
Mandar”. Sebagai tindak lanjut Pemgumuman Panglima TT-VII Nomor: 
30339/7/IX/32 tentang peresmian Pasukan Mandar, pimpinan S. Mengga itu, 
dikeluarkan Surat penetapan Pd. Panglima TT-VII Indonesia Timur Nomor: 
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80/pers/70/353 tentang Penetapan Kepangkatan dan Jabatan Personil Mandar 
(Kompie G) pimpinan Letda S. mengga. Kompi G Pasukan mandar, pimpinan 
Letda S. Mengga, bagi sebagian besar kalangan masyarakat Mandar lebih populer 
(akrab) dengan sebutan “Pasukan Mengga”. Identifikasi (julukan) ini, boleh jadi 
karena popularitas sosok pribadi S. Mengga sebagai komandannya.
102
 
Setelah kurang lebih lima tahun bermukim sebagai petani di Pare’deang, 
S. Mengga mendapat kepercayaan dari rakyat menjadi Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Polmas periode 1980-1985. Meskipun pada awalnya tidak bersedia, 
tetapi akhirnya ia menerima amanah rakyat itu dengan sebuah tekad: 
“Membangun Polmas dari tidurnya yang panjang”. Penghargaan Yang 
Diterimanya Dalam kurung waktu kurang lebih 50 tahun pengabdiannya kepada 
Bangsa dan Negara, S. Mengga telah menerima sejumlah tanda jasa dan bintang 
penghargaan. Sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan, ia menerima Bintang 
Gerilya, Satya Lencana dan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, serta 
Bintang Penghargaan dari DHD Angkatan 45 Sulawesi Selatan. Sebagai Perwira 
TNI Angkatan Darat, S. Mengga menerima Medali Sewidu APRI, Satya Lencana 
Perang Kemerdekaan I dan II, Satya Lencana Kesetiaan 8 dan 16 tahun, Satya 
Lencana GOM III dan IV, Satya Lencana Penegak, Satya Lencana Sapta Marga, 
Satya Lencana Dharma, serta Sam Karya Nugraha dari Panglima Kodam 
XIV/Hasanuddin. 
103
 
c. Pergeseran Kedua 
Pergeseran kedua yaitu dari klan mengga ke klan Masdar. Pergeseran 
kekuasaan ini tidak langsung pindah dari Mengga ke Masdar, karena pada tahun 
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1990-1995 yang menjadi Bupati adalah Drs. H. Andi Kuba Dauda, di mana beliau 
diutus oleh gubernur pada saat itu untuk menjadi bupati di Polewali Mamasa, 
tetapi tetap pemilihannya melalui DPRD kabupaten. Pada thun 1995 klan Masdar 
mulai memimpin, yaitu A. Saad Passilong, beliau terpilih menjadi Bupati pada 
periode 1995-2000 
d. Pergeseran ketiga 
Pergeseran ketiga dari klan Masdar ke klan Manggaarani. Pergeseran ini 
terjadi pada tahun 1998, karena bupati terpilih untuk periode 1995-2000 
meninggal dunia pada tahun 1997. Pada tahun 1998 masuklah kembali klan 
Manggabarani menjaid bupati yaitu Kol. (Purn) Hasyim Manggabarani SH., MM 
(1998-2003) 
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e. Pergesaran keempat 
Pergeseran keempat dari klan Manggabarani ke klan Masdar. Pada tahun 
2003-2004 kembali pertukaran kepemimpinan di antara ketiga klan tersebut, di 
mana calon bupati pada tahun 2003-2004 ada 3 yaitu, Pertama, Drs. A. Ali Baal 
Masdar M. Si, kedua, Kol (Purn) H. Hasyim Manggabarani SH., MM dan ketiga, 
Aladin S. Mengga. Tetapi pertarungan melalui DPRD kabupaten ini dimenangkan 
oleh Drs. A. Ali Baal Masdar M. Si. Berdasarkan hasil wawancara berikut: 
“Salah satu penyebab kekalahan Kol (Purn) H. Hasyim 
Manggabarani SH., MM, adalah ketika Beliau menjabat sebagai bupati 
dari tahun 1998-2003, Beliau pernah mengatakan bahwa “Mandar itu 
tidak ada”, dari kata tersebut membuat para politisi lokal di Mandar 
marah dan tidak memberikan dukungannya lagi kepadanya pada saat 
pemilihan Bupati tahun 2003/2004.”105 
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 Pada waktu yang bersamaan klan masdar sangat mempunyai peluang yang 
besar untuk jadi Bupati, Karena pada saat itu kandidat kuat adalah Drs. A. Ali 
Baal Masdar, M.Si, dan yang jadi ketua DPRD pada saat itu adalah bapak dari Ali 
Baal Masdar yaitu H. M. Masdar Pasmar, S.Sos. Hasil pemilihan Bupati pada saat 
itu betul di menangkan oleh Drs. A. Ali Baal Masdar, M.Si, melalui pemilihan 
dari DPRD. Hingga sampai sekarang kemenangan Drs. A. Ali. Baal Masdar, M.Si 
masih bertahan karena Klan Masdar lah yang menjabat jadi Bupati sampai 
sekarang di Polewali Mandar.  
f. Berjayanya Klan Masdar di Rezim Demokrasi 
Keberhasilah sistem reproduksi elit dalam satu klan keluarga mulai terlihat 
dari bupati Polewali Mandar yang kelima (1995-2000) yakni Kol. H. Andi Saad 
Pasilong, yang merupakan keturunan klan yang pertama Andi Masdar Pasmar. 
Setelah 42 tahun silam Andi Ali Baal Masdar lahir. Karena ayahnya dipindah 
tugaskan ke Polmas menjabat Camat Campalagian selanjutnya Camat Polewali. 
Ali kecilpun ikut diboyong ke kampung halamannya. Sebagai pejabat pemerintah 
daerah, Masdar Pasmar menetap dirumah Dinas Pemerintah Daerah dikawasan 
Kompleks Pekkabata Polewali. 
Genap dua tahun setelah menyelesaikan S2 di UNHAS, Makassar, Ali 
Baal kembali lagi ke Polmas, di Kecamatan Tapango, kampung leluhurnya dari 
jalur ayah, dipercayakan sebagai kepala kecamatan persiapan, tapi sebelum itu ia 
ditugaskan di bagian kepegawaian dan bagian hukum pemerintah Kabupaten 
Polewali Mamasa. 
Setelah dari Tapango, sempat menjabat Sekretaris Badan Pengendalian 
Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) Kabupaten Polewali Mamasa, namun 
tak lama. terbentuklah “tangga” atas lebih akan segera diraih. Bahkan mungkin 
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melebihi ukuran yang dirasakannya sendiri menjadi Bupati Polewali Mamasa/ 
Polewali Mandar Termuda dengan masa jabatan dua periode dari Fraksi Partai 
Golongan Karya. Dan kini Beliau Maju Menjadi Calon Gubernur Provinsi 
Sulawesi Barat tahun periode 2017-2022 dari fraksi partai Gerindra.
106
 
Tahun 2004-2008 dan periode 2008-2014 selama dua periode tersebut, 
pola sirkulasi elit dari klan pertama tersebut kembali terjadi, selama kurun waktu 
tersebut Andi Ali Baal Masdar, yang merupakan keturunan dari bupati Polewali 
Mandar yang kelima yang merupakan generasi klan pertama Andi Masdar 
Pasmar, kembali menjabat sebagai bupati Polewali Mandar selama dua periode. 
Fenomena sirkulasi elit yang berputar diantara ketiga klan elit yang saat ini ada, 
seolah menutup ruang bagi individu-individu yang berada diluar ketiga klan 
tersebut untuk ikut berkontestasi dalam setiap proses pemilukada di Kabupaten 
Polewali Mandar, bahkan dalam susunan nomor urut internal partai besar dalam 
pemilihan legislatif elit dari luar ketiga klan tersebut hanya ditempatkan di orbit 
terluar pencalonan. 
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Sementara itu, mereka yang yang merupakan klan dari ketiga keluarga 
tersebut dan jejaringnya berada pada pusat orbit pencalonan. Awalnya Ali Baal 
diusung oleh Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Polmas untuk maju menjadi bupati, 
akan tetapi Ali Baal menolak tawaran tersebut dengan alasan ia tidak mau 
bersaing dengan ayahnya yang juga maju mencalonkan sebagai bupati yang juga 
saat itu menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar. Perkembangan suksesi dari 
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waktu ke waktu ,Ali dibujuk oleh DPD KNPI Polewali Mamasa untuk maju 
selaku bupati melalui fraksi Golkar. Bola ini terus bergulir. Disamping kondisi 
kesehatan ayahnya yang sudah kian tak membaik. Arah politik pun terputar Andi 
Ali Baal Masdar akhirnya ditetapkan oleh freksi Golkar untuk berpasangan 
dengan H.M Yusuf Tuali, sebagai bupati dan wakil bupati, dan pasangan ini pun 
resmi sudah. Tapi Ali Baal tak sertamerta “ tunduk” pada ajakan fraksi dan partai 
yang mencalonkannya. Terlebih dahulu dibangun negosiasi politik yang berarti. 
Apa Ia mau menerima diusulkan sebagai bupati , pertama, kalau kelak ia jadi 
Bupati Polmas ia tak mau diintervensi oleh partai yang mencalonkannya, 
termasuk tak boleh adaintervensi keluarga. Kedua,Ia tak mau ada watak keluarga 
yang sombong hanyakarena ia telah menjadi bupati Polewali Mamasa.Ketiga, ia 
tak mau dijadikan tempat “ pencari uang” oleh partai yang mencalonkannya ( 
Partai Golkar ).  
Kenapa ini penting digarisbawahi, sebab akan mengganggu performance 
bupati nantinya. Arti dalam bagi Ali Baal, bahwa sumbangsih terbesarnya kepada 
partai ketika ia sudah melaksanakan tugas dengan baik selaku bupati Polewali 
Mamasa dan dinilai sukses oleh masyarakat yang dipimpinnya. Itu yang paling 
penting dari semuanya. Dan rupanya partai Golkar partai yang mengusungnya- 
sepakat akan hal itu.
108
 Ketika pemilihan bupati berlangsung, Andi Ali Baal 
Masdar Pasmar dan Yusuf Tuali melenggang, menang dan ditetapkan sebagai 
bupati dan wakil bupati Polewali Mamasa periode tahun 2004-2009. Akan tetapi 
karena kepercayaan masyarakat Polewali Mandar masih sangat kuat terhadap 
beliau, maka beliau terpilih kembali menjadi bupati Polewali Mandar dengan 
masa bakti 2009-2014. Setelah masa bakti ke dua dari Andi Ali Baal Masdar 
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selesai, dilanjutkan lagi oleh saudara kandung beliau yakni bapak Andi Ibrahim 
Masdar yang saat ini menjabat sebagai bupati Polewali Mandar dengan masa 
jabatan 5 tahun. 
Sesuai dengan apa yang diutarakan di atas memang pada dasarnya sudah 
terjadi sirkulasi aktor politik di keluarga Andi Masdar Pasmar dilihat bagaimana 
anggota keluarga Andi Masdar Pasmar selalu bergantian dalam menduduki 
jabatan politik, mereka tidak pernah ketinggalan untuk ikut serta dalam proses 
pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar sehingga bisa dikatakan politik klan 
pun terjadi di keluarga Andi Masdar Pasmar ini. Karena Secara substantif 
penyegaran wajah elit politik tidak terjadi karena elit yang saat ini berkuasa 
sedang bermetamorfosis dan mewariskan kekuasaannya kepada mereka yang 
memiliki hubungan darah dengannya. Perubahan rezim kekuasaan dalam sistem 
politik dari rezim otoriter ke demokrasi membawa pergeseran penting bagi 
bangunan politik Indonesia, dari pusat hingga daerah.  
Desentralisasi memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, lokal 
maupun Nasional untuk memperoleh ruang politik. Sehingga dalam wawancara 
dengan saudara bapak Supri Rasyid yang menyatakan bahwa :  
“Memang betul, di ranah pemerintahan/politik di Kabupaten 
Polewali Mandar ini nama Keluarga Andi Masdar Pasmar itu selalu ada 
di setiap pemilihan umum baik itu pemilihan bupati ataupun pemilihan 
gubernur, keluarga Andi Masdar Pasmar ini pun bisa dikatakan menjadi 
tokoh pengikut masyarakat Kabupaten Polewali Mandar ini, mereka 
sangat mudah merangkul masyarakat Kabupaten Polewali Mandar ini, 
apalagi pada saat di setiap pemilihan-pemilihan umum.”109 
Sesuai dengan hasil peneliti di lapangan mengenai klanisasi politik Andi 
Masdar Pasmar itu dapat terlihat melalui terlibatnya para anggota keluarga Andi 
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Masdar Pasmar tersebut di ranah politik melalui beberapa jalur politik, hal ini 
menjadi pendukung dalam hal sumber daya politik sebab untuk memperoleh 
kepatuhan, para pemimpin politik perlu memperluas persediaan sumber daya 
mereka dan menggunakan secara lebih efisien sejumlah sumber daya yang mereka 
miliki.
110
 seperti :  
1) Melalui Pileg ( Pemilihan Legislatif) 
Awal keterlibatan Andi Masdar Pasmar diranah politik itu melalui pileg 
(Pilihan Legislatif), dilihat dari jabatan awal yang diduduki oleh Andi Masdar 
Pasmar adalah salah satu Pejabat Kepala Badan Pemerintahan Provinsi Sulawesi 
Selatan, menjadi Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000, Ketua 
Umum DPD II Golkar pada masa itu. Kemudian beliau juga diangkat menjadi 
Camat Campalagian selanjutnya Camat Polewali. Andi Ibrahim Masdar pun pada 
Tahun 1999-2004 menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, anggota DPRD 
Sulawesi Barat pada tahun 2004-2009 dan 2009-2014 dari fraksi Partai Golongan 
Karya.  
Selain Andi Masdar Pasmar, diantara generasinyapun juga ikut terlibat 
pada pemilihan legislatif, seperti yang tercantum dibawah ini : 
a) Andi Ibrahim Masdar merupakan putra dari Andi Masdar Pasmar 
yang terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan pada tahun 
1999-2004, kemudian selanjutnya terpilih menjadi anggota DPRD 
Sulawesi Barat pada tahun 2004-2009 dan 2009-2014 dari fraksi 
Partai Golongan Karya. 
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b) Putra selanjutnya ialah (alm) Andi Baso Masdar yang menjadi Ketua 
DPD/Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi 
Barat. 
c) Generasi selanjunya ialah Istri dari Andi Ali Baal Masdar yang 
merupakan salah satu putra Andi Masdar Pasmar yakni Andi Ruskati 
Ali Baal. Andi Ruskati meruapakan menantu dari Andi Masdar 
Pasmar yang bergabung menjadi kader Gerindra pada tahun 2013 dan 
mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan 
anggota legislatif 2014 yang lalu.
111
 
 
2) Melalui Partai dan Organisasi 
Selanjutnya jalur yang menjadi kunci keluarga Andi Masdar Pasmar 
untukvterlibat diranah perpolitikan Polewali Mandar adalah melalui jalur partai 
dan organisasi. Seperti yang diketahui bahwa terpilihnya Andi Masdar Pasmar 
menjadi ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000 itu tidak terlepas 
dari dukungan partai, yang dimana terpilihnya menjadi ketua DPRD berasal dari 
fraksi partai golkar, terpilihnya Andi Ali Baal Masdar menjadi bupati Polewali 
Mandar dari fraksi Golkar. Adapun diantara generasi (putra-putri) Andi Masdar 
Pasmar yang terlibat dalam partai maupun organisasi dapat terlihat pada 
penjelasan berikut ini : 
a) Dukungan untuk Andi Ali Baal Masdar menjadi bupati berawal dari 
usulan oleh Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Polewali Mamasa untuk 
maju menjadi bupati, akan tetapi Andi Ali Baal Masdar menolak 
tawaran tersebut dengan alasan ia tidak mau bersaing dengan ayahnya 
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yang juga maju mencalonkan sebagai bupati yang juga saat itu 
menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar. Perkembangan suksesi 
dari waktu ke waktu akhirnya Andi Ali Baal Masdar dibujuk oleh 
DPD KNPI Polewali Mamasa untuk maju selaku bupati melalui fraksi 
Golkar. 
b) Andi Ibrahim Masdar. Andi Ibrahim Masdar merupakan salah satu 
putra Andi Masdar Pasmar yang terlibat dalam partai seperti menjadi 
Wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Polewali 
Mamasa tahun (1997-2003), menjadi Ketua DPD Partai Golongan 
Karya Kabupaten Polewali Mandar tahun (2003-2009, kemudian Andi 
Ibrahim Masdarpun juga banyak terlibat di berbagai organisasi 
sehingga memiliki banyakjaringan, seperti menjadi aktivis Organisasi 
Kepemudaan dan Politik (1988- hingga sekarang), Andi Ibrahim 
Masdar juga seorang Pengusaha Hasil Bumi. Pada tahun 1999-2004 
menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, anggota DPRD Sulawesi 
Barat pada tahun 2004-2009 dan 2009- 2014 dari fraksi Partai 
Golongan Karya.
112
 Terlibat dalam organisasi seperti: Ketua Gerakan 
Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Kabupaten Polewali Mamasa 
tahun (1988-1995); Ketua Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong 
Royong (KOSGORO) Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1992-
1996); Ketua DPD AMPI Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1992-
1998); Ketua AMPG Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1997-
2003); Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Polewali Mandar 
tahun (2004-2009); Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi 
Barat tahun (2005-2010); Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka 
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Sulawesi Barat tahun (2011-2016). Selain itu Andi Ibrahim Masdar 
juga menjabat Ketua Dewan Penasehat GP. ANSOR Provinsi 
Sulawesi Barat tahun (2005-2010); Ketua Harian Pengda PSSI 
Provinsi Sulawesi Barat tahun (2006-2011); Ketua Organisasi Amatir 
Radio Indonesia (ORARI) Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 
(2007- sekarang); Ketua Kerukunan Keluarga Besar PALILI 
Kabupaten Polewali Mandar tahun (2005- seakarang) dan Ketua 
Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Barat tahun (2012- sekarang). 
c) (alm) Andi Baso Masdar juga merupakan putra dari Andi Masdar 
Pasmar. Sebelum beliau di panggil oleh sang Maha Kuasa, beliau 
sempat menjabatsebagai Ketua DPD/Umum Partai Gerakan Indonesia 
Raya (Gerindra) Sulawesi Barat. 
d) Andi Masri Masdar yang merupakan Ketua Umum Komite Nasional 
Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Polewali Mandar dan ketua PMI 
cabang Polewali Mandar sekaligus Lurah Polewali. 
e) Andi Nursyami Masdar Merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar yang sampai saat ini masih 
menjabat. 
 
3) Melalui Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah ) 
Keterlibatan keluarga Andi Masdar Pasmar diranah politik bukan hanya di 
ranah partai/organisasi ataupun di legislatif. Akan tetapi keluarga ini pun juga 
terlibat didalam Pilkada seperti berhasilnya Andi Ali Baal Masdar menjadi bupati 
Polewali Mandar selama dua periode kemudian dilanjutkan lagi oleh saudaranya 
Andi Ibrahim Masdar menjadi bupati Polewali Mandar sampai saat ini. 
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Pola penetrasi keluarga Andi Masdar Pasmar menggunakan mekanisme 
politik yang demokratis yakni melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung 
(Pilkada). Pola demokrasi menjadi pilihan yang masuk akal dalam sistem politik 
yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut ini : Sesuai hasil 
wawancara dengan saudara Ibrahim Arif yang menyatakan bahwa: 
“Tidak bisa dipungkiri di Kabupaten Polewali Mandar memang 
sudah terjadi yang namanya politik klan terutama di keluarga Andi 
Masdar Pasmar. Diawali dengan bagaimana keluarga ini sudah lama 
terlibat diranah politik mulai dari nenek moyang mereka dan sampai saat 
ini anak-anak merekapun menjadi penerusnya, diantaranya adalah Andi 
Ali Baal Masdar yang pernah menjabat sebagai bupati Polewali Mandar 
selama dua periode dan kini mencalonkan sebagai calon gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022, kemudian dilanjutkan oleh 
adiknya Andi Ibrahim Masdar yang sekarang menjabat Bupati Polewali 
serta saudara lainnya yang juga memiliki jabatan di ranah pemerintahan. 
Akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan mengapa keluarga beliau selalu 
terlibat ke ranah politik disebabkan karena tidak adanya aturan yang 
mengingat tentang larangan terjadinya politik klan, di satu sisi mereka 
juga punya dasar yakni mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas 
menjadi seorang pemimpin sehingga kebanyakan masyarakat Polewali 
Mandar tetap menaruh pilihannya kepada keluarga Andi Masdar Pasmar 
tersebut.”113 
Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa keluarga Andi Masdar 
Pasmar menggunakan jaringan demokrasi. Mereka tidak membentuk dinasti 
politik, melainkan menggunakan sistem pemilihan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 Di bab ini akan membahas secara keseluruhan hasil dari penelitian ini 
tetapi hanya secara singkat dan hanya inti-inti dari pokok pembahasan dalam 
penelitian ini 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan 
1. Proses dan dinamika elit politik di Polewali Mandar 
 Sejak terbentuknya wilayah tingkat II Polewali Mamasa 
berdasarkan UU nomor 29 tahun 1959tentang pembentukan kabupaten 
daerah tingkat II Polewali Mamasa dengan ibu Kota Polewali. Dan yang 
menjadi bupati pertama pada tahn 1960 yaitu Andi Hasan Manggabarani, 
proses pergantian kepemimpinan di Polewali Mandar yaitu melalui 
pemilihan yang dilakukan oleh DPRD dan memperoleh restu dari pusat 
dan provensi melalui partai politik yang mengusun. 
Adapun penentu Elit yang berkuasa kuasa yaitu melalui parlemen 
karena memang yang memilih para calon bupati yaitu DPRD, tapi proses 
ini tidak berlangsung seterusnya karena pada tahun 1998 mulailah transisi 
kedemokrasi diman pemilihan bukan dari DPRD lagi yang menentukan 
siapa elit yang akan berkuasa, melainkan masyarakat Polewali Mandar lah 
yang memilih bupati, tepatnya pada tahun 2008 mulailah pemilihan umum 
berlaku di Polewali Mandar. 
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2. Sirkulasi Elit dari Rezim Otoriter Ke Rezim Demokrasi 
Sirkulasi ini terjadi terus menerus dimana klan yang pertama 
berjaya adalah klan Manggabarani. Karena yang menjabat sebagai bupati 
pertama di Polewali Mamasa yang sekarang menjadi Polewali Mandar 
adalah Andi Hasan Manggabarani, kemidian pada tahun 1980 terjadilah 
pergeseran pertama diman klan Mengga mulai memimpin sebagai Bupati 
Polewali Mamasa sampai tahun 1990, pergeseran kedua ini dari klan 
Mengga ke klan Masdar tidak berlangsung begitu saja karene setelah S. 
Mengga jadi bupati yang menggantikannya adalah utusan langsung dari 
gubernur, pada tahun 1995 mulailah klan Masdar memimpin sebagai 
bupati Polewali Mamasa. 
Pergeseran ketiga terjadi pada tahun 1998, karena bupati yang 
terpilih untuk periode 1995-2000, meninggal dunia pada tahun 1997, maka 
pada tahun 1998 kembalilah klan Manggabarani memimpin Polewali 
Mamasa, pergeseran terakhir dari klan Manggabarani ke klan Masdar 
terjadi pada tahun 2003, dimana pada pemilihan bupati melalui DPRD 
waktu itu  dimenangkan oleh Ali Baal Masdar. Dan sampai sekarang tidak 
terjadi lagi pergeseran karena klan Masdar masih memimpin sampai 
sekarang sebagai bupati di Polewali Mandar. 
 
B. Implikasi 
1. Implikasi Teoritis 
a. Penelitian ini dapat menjadi referensi pengetahuan dasar bagi seluruh 
pembaca mengenai keadaan perpolitikan serta sirkulasinya, khususnya 
di kabupaten Polewali Mandar mengenai elit politik. 
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b. Pembaca diharapkan akan lebih mengenal lebih dalam lagi para calon 
yang akan maju sebagai bupati Kabupaten Polewali Mandar 
selanjutnya.  
2. Implikasi Wacana 
a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat 
Polewali Mandar dalam menganal ketiga klan politik ini sebagai elit 
politik yang berpengaruh di Polewali Mandar. 
b. Penelitian ini juga diharapkan bisa jadi bahan reverensi bagi para 
politisi lokal Polewali Mandar untuk lebih mengenal sosok Tokoh 
ketiga klan politik ini.  
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